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KATA PENGANTAR
Buku "Praktik Pradilan" ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang aspek-aspek praktis dalam sistem peradilan serta prosedur
yang terkait dengan praktik hukum di ruang pengadilan. Dalam dunia hukum,
pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum acara, proses peradilan, etika
dalam praktik hukum, serta penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat
penting. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan yang kokoh
bagi mahasiswa dan praktisi hukum untuk memahami dan mengaplikasikan

pengetahuan dalam praktik lapangan.

Setiap bagian dari Buku ini didesain dengan cermat untuk memberikan pemahaman
mendalam tentang proses peradilan, peran aktif praktisi hukum, serta berbagai
situasi dan studi kasus yang sering terjadi dalam praktik pradilan. Kami
mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk menyelesaikan
Buku mata kuliah Praktek Peradilan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Bapak/Ibu yang sudah memberikan kontribusi sehingga dapat menyelesaikan dan
menyusun Buku ini. Semoga Buku "Praktik Pradilan" ini dapat menjadi panduan
yang bermanfaat bagi Mahasiswa, Dosen Pengampu mata kuliah untuk dapat

memahami dan menjelajahi dunia praktik hukum.

Terima kasih.

Hormat Kami,

Tim Penulis
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sistem peradilan adalah fondasi dari keadilan dalam suatu masyarakat.
Praktik Pradilan menjadi inti dalam menyajikan keadilan yang adil, cepat, dan
merata bagi setiap individu. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam
tentang proses hukum, mekanisme peradilan, serta keterampilan praktis dalam

berurusan dengan kasus hukum menjadi sangat penting.

Mata kuliah "Praktik Pradilan" didesain sebagai bagian integral dari
kurikulum studi hukum untuk memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa
yang ingin memahami dan terlibat dalam dunia praktik hukum. Buku ini
menggabungkan teori dengan aplikasi praktis yang relevan dalam konteks
pengadilan. Tidak hanya menawarkan pemahaman tentang hukum acara, tetapi
Buku ini juga bertujuan untuk melengkapi peserta kuliah dengan keterampilan
praktis yang diperlukan untuk beroperasi dalam lingkungan pengadilan yang
kompleks. Dari penyusunan gugatan hingga penyelesaian sengketa, Buku ini
berusaha untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang berbagai

aspek yang terlibat dalam praktik pradilan.

Di tengah dinamika perubahan sosial dan perkembangan hukum yang
terus berubah, pemahaman tentang proses hukum dan praktek-praktek terbaik
dalam praktik pradilan menjadi sangat penting. Buku ini mencoba untuk
memberikan pandangan yang holistik, mencakup aspek etika, tanggung jawab
sosial, dan peran praktisi hukum dalam memastikan keadilan di dalam ruang

pengadilan.
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Dengan Buku ini, diharapkan para peserta kuliah dapat mendapatkan
pemahaman yang kuat tentang praktik pradilan, menjadi profesional yang etis,
serta mampu berkontribusi secara signifikan dalam sistem peradilan yang adil

dan inklusif.

B. DESKRIPSI SINGKAT
Buku "Praktik Pradilan" merupakan sebuah panduan komprehensif yang
dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek praktis
dalam sistem peradilan. Buku ini mencakup berbagai topik penting dalam dunia
praktik hukum yang mencakup hukum acara perdata, hukum acara pidana,
hukum acara tata usaha negara, bukti dalam praktik pradilan, etika profesi,
penyelesaian sengketa alternatif, putusan hakim, eksekusi putusan, serta aspek

sosial dan etika dalam praktik pradilan.

Dengan pendekatan yang komprehensif, Buku ini tidak hanya
menawarkan pemahaman teoretis tentang berbagai proses hukum, tetapi juga
memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana praktisi hukum dapat
menghadapi tantangan di lapangan. Para peserta akan dipandu melalui berbagai
studi kasus, skenario praktis, dan diskusi yang relevan untuk mengembangkan
keterampilan praktis yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang muncul

dalam praktek hukum.

Buku ini didesain untuk mahasiswa jurusan hukum dan praktisi hukum
yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang proses peradilan, peran
praktisi hukum, dan etika dalam ruang pengadilan. Dengan fokus pada aplikasi

praktis, Buku "Praktik Pradilan" bertujuan untuk memberikan landasan yang

BUKU PRAKTEK PERADILAN




kokoh bagi peserta kuliah untuk memasuki dunia praktik hukum dengan

pemahaman yang kuat dan keterampilan yang relevan.

Diharapkan bahwa melalui Buku ini, peserta kuliah akan dapat mengembangkan
pemahaman yang lebih baik tentang sistem peradilan, menjadi praktisi hukum
yang bertanggung jawab, dan dapat berkontribusi secara positif dalam menjaga

integritas dan keadilan dalam ruang pengadilan.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Buku ini mahasiswa mampu:

1. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep
dasar dan ruang lingkup praktik pradilan. Mereka diharapkan mampu
mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami Menjelaskan peran serta
tanggung jawab praktisi hukum dalam sistem peradilan.

2. Mahasiswa dapat Memahami proses peradilan perdata dan tahapan gugatan
serta penyelesaian sengketa, dan juga Mampu menjelaskan berbagai jenis
gugatan dalam hukum acara perdata.

3. Mahasiswaa dapat Memahami proses peradilan pidana dari penyidikan
hingga eksekusi putusan, serta mampu Mengidentifikasi hak-hak terdakwa
dan korban dalam persidangan pidana.

4. Mahasiswa mampu Memahami proses peradilan tata usaha negara serta
prosedur dalam menggugat tindakan administrasi.

5. Mahasiswa Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan
hakim serta Memahami proses pelaksanaan dan eksekusi putusan secara

hukum.
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D. MATERI POKOK

Buku "Praktik Pradilan" mengawali pembahasannya dengan Pengantar
Praktik Pradilan, yang memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat
sistem peradilan, ruang lingkup praktik pradilan, serta tanggung jawab praktisi
hukum dalam menjalankan tugasnya. Setelah memahami dasar-dasar praktik
pradilan, fokus berpindah ke Hukum Acara Perdata yang membahas proses
hukum dalam sengketa perdata, jenis-jenis gugatan yang diajukan, serta
langkah-langkah penyelesaian sengketa. Tak hanya itu, Buku ini juga
menjelaskan secara rinci tentang Hukum Acara Pidana, memaparkan proses
peradilan pidana dari fase penyidikan hingga eksekusi putusan, sambil
memberikan wawasan mengenai hak-hak terdakwa dan korban dalam

persidangan pidana.

Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai Hukum Acara Tata Usaha
Negara yang membahas tata cara peradilan dalam menghadapi tindakan
administrasi negara. Bagian ini memberikan wawasan tentang prosedur
pengajuan gugatan dan bagaimana peradilan menilai tindakan administrasi yang
dipersoalkan. Sementara itu, materi tentang Putusan Hakim dan Eksekusi
Putusan menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim
serta proses eksekusi putusan yang diperlukan setelah pengambilan keputusan

di pengadilan.
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PENGANTAR PRAKTIK PRADILAN

A. Hakikat Sistem Peradilan

Sistem peradilan di Indonesia merupakan pilar penting dalam menjaga
ketertiban, keadilan, serta penegakan hukum di dalam negara ini. Sistem ini
didasarkan pada prinsip negara hukum yang tercermin dalam UUD 1945 dan
mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila. Terdapat tiga tingkatan peradilan
di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha
negara. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata, sedangkan
peradilan agama fokus pada perkara keluarga dan agama Islam. Sementara
peradilan tata usaha negara menangani sengketa administrasi antara warga

negara dan pemerintah.

Setiap tingkatan peradilan memiliki yurisdiksi yang berbeda dan
prosedur hukum tersendiri yang diatur oleh undang-undang. Peradilan di
Indonesia juga menekankan pentingnya asas-asas hukum yang meliputi asas
kepastian hukum, keadilan, keberlanjutan, dan kesederhanaan. Namun,
dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem
peradilan, seperti beban kerja yang berat, kurangnya sarana dan prasarana
yang memadai, birokrasi, serta tantangan dalam meningkatkan independensi

dan transparansi sistem peradilan.

Upaya reformasi telah terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas
peradilan di Indonesia. Ini mencakup pembaharuan regulasi, pelatihan dan
pendidikan bagi aparat hukum, peningkatan infrastruktur pengadilan, serta
penggunaan teknologi untuk mendukung proses peradilan. Komisi Yudisial

berperan dalam memastikan independensi hakim dan pengawasan perilaku
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etis aparatur peradilan. Selain itu, terdapat pula reformasi hukum yang
ditujukan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan akses

masyarakat terhadap keadilan.

Kendati demikian, masih ada permasalahan yang perlu ditangani
secara lebih serius. Beban kerja yang berat bagi hakim dan petugas
peradilan, bersama dengan keterbatasan sumber daya, menjadi hambatan
utama dalam efektivitas sistem peradilan. Birokrasi yang kompleks dan
lambat dalam proses hukum turut menyumbang pada Ilambannya
penyelesaian perkara. Maka dari itu, terus ada upaya untuk memperbaiki
kondisi ini, termasuk melalui peningkatan efisiensi, penggunaan teknologi

informasi, dan peningkatan jumlah hakim dan staf pengadilan.

Dengan berbagai reformasi yang dilakukan, diharapkan sistem
peradilan di Indonesia akan terus memperbaiki kualitasnya untuk memastikan
bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan,
serta terciptanya lingkungan hukum yang stabil bagi pertumbuhan dan
kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya-upaya yang terus menerus,
diharapkan sistem peradilan dapat menjadi landasan yang kuat dalam

menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Tahukah kamu....

Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-belanda di Indonesia, tata hukum
di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan
Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada
sistem peradilannya dimana dibedakan antara perkara Pradata dan perkara
Padu. Perkara Pradata adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja
yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota,
kemanan dan ketertiban negara, hukum Pradata ini bersumber dari hukum
Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan, sedangkan perkara Padu
adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini
diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa.
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Tabel 1. Matrik Diskusi Mahasiswa

(N[o} Pertanyaan Diskusi Aspek yang Dibahas

1. Bagaimana hubungan antara sistem Prinsip Negara Hukum,
peradilan dengan negara hukum? Pancasila

2. Apa saja perbedaan utama antara peradilan Yurisdiksi, Fungsi,
umum dan peradilan agama? Prosedur Hukum

3. Bagaimana asas-asas hukum seperti Asas Hukum dalam
kepastian hukum dan keadilan tercermin Penegakan Hukum
dalam sistem peradilan Indonesia?

4. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Tantangan dalam
sistem peradilan Indonesia saat ini? Sistem Peradilan

5. Bagaimana upaya-upaya reformasi hukum Reformasi Peradilan

dan peradilan dapat memperbaiki sistem dan Upaya
peradilan di Indonesia? Peningkatan
Kualitasnya

B. Ruang Lingkup Praktik Pradilan

Ruang lingkup praktik pradilan di Indonesia mencakup berbagai aspek
yang melibatkan proses hukum, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan
keadilan di dalam sistem peradilan. Praktik pradilan dalam konteks ini
merujuk pada keterlibatan para praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat,
dan pegawai peradilan dalam proses penegakan hukum. Ruang lingkup ini
meliputi penanganan berbagai kasus pidana dan perdata di peradilan umum,
penyelesaian sengketa dalam ranah hukum agama, serta penyelesaian
sengketa administratif di peradilan tata usaha negara. Praktisi hukum juga
terlibat dalam penyusunan dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, dan

berbagai bukti yang diperlukan dalam persidangan.
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Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam
menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menyelesaikan
sengketa antara individu atau entitas hukum. Ruang lingkup praktik pradilan
juga mencakup aspek etika profesi hukum yang menjadi pedoman bagi
praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya. Etika profesi tersebut
mencakup kewajiban moral, integritas, independensi, dan kewajaran dalam
penanganan kasus hukum. Selain itu, ruang lingkup ini juga memperhatikan
keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan, dimana adanya partisipasi
masyarakat dapat memengaruhi serta memperkuat mekanisme penegakan

hukum di Indonesia.

Dalam ruang lingkup praktik pradilan, terdapat prinsip-prinsip hukum
acara yang mengatur proses hukum di pengadilan. Hal ini mencakup
berbagai tahapan seperti gugatan, sidang, pembuktian, serta penjatuhan
putusan hakim. Selain itu, praktik pradilan juga melibatkan proses
penyelesaian alternatif melalui mediasi dan arbitrase sebagai upaya untuk
menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan, dengan tujuan mendapatkan
penyelesaian yang lebih cepat dan efisien bagi pihak-pihak yang

bersengketa.

Dalam konteks ruang lingkup praktik pradilan, peran serta pendidikan
hukum juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan calon-calon
praktisi hukum. Melalui pendidikan yang komprehensif, para mahasiswa
hukum dan calon praktisi hukum diberikan pemahaman yang mendalam
tentang proses hukum, prinsip-prinsip etika, serta keterampilan yang
diperlukan dalam praktik pradilan. Diharapkan, pemahaman yang baik

tentang ruang lingkup praktik pradilan ini akan membantu para praktisi hukum
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dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip

hukum yang berlaku.

Tabel 2. Matrik diskusi Mahasiswa

Pertanyaan Diskusi Aspek yang Dibahas

1. Apa yang dimaksud dengan praktik Definisi dan Lingkup Praktik
pradilan di Indonesia? Pradilan

2. Bagaimana peran praktisi hukum Peran Hakim, Jaksa, Advokat,
dalam penegakan hukum di dan Pegawai Peradilan
Indonesia?

3. Apa saja jenis kasus yang ditangani Jenis Kasus dan Yurisdiksi
oleh peradilan umum dan peradilan Peradilan
agama di Indonesia?

4. Bagaimana proses penyusunan Prosedur Penyusunan Dokumen
dokumen hukum seperti gugatan dan Hukum
bukti dalam persidangan?

5. Apa yang dimaksud dengan aspek Etika Profesi, Kode Etik, dan
etika profesi hukum dalam praktik Kewajiban Moral dalam Praktik

pradilan? Hukum

C. Tanggung Jawab Praktisi Hukum

Tanggungjawab praktisi hukum merupakan aspek krusial dalam
menjalankan profesi di bidang hukum yang melibatkan berbagai kewajiban
moral, etika, dan tanggungjawab sosial. Praktisi hukum, seperti hakim, jaksa,
advokat, dan pegawai peradilan, memiliki tanggungjawab besar dalam
menjaga integritas, keadilan, dan penegakan hukum yang adil dalam sistem
peradilan. Salah satu tanggungjawab utama praktisi hukum adalah
memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kode etik profesi yang

telah ditetapkan. Kode etik ini berisi pedoman yang menjelaskan perilaku
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yang diharapkan dari praktisi hukum, termasuk aspek-aspek seperti kejujuran,

integritas, rahasia profesional, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, praktisi hukum memiliki tanggungjawab untuk memberikan
pelayanan hukum yang berkualitas kepada klien atau masyarakat yang
membutuhkan. Hal ini mencakup memberikan nasihat hukum yang akurat,
mewakili klien dengan profesionalitas di pengadilan, serta mengadvokasi
kepentingan klien secara adil dan efektif. Tanggungjawab ini juga melibatkan
kesadaran akan kebutuhan dan kepentingan klien serta mengutamakan

kesejahteraan dan keadilan bagi mereka.

Tanggungjawab praktisi hukum juga melibatkan peran dalam menjaga
kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang berlaku. Mereka harus
memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil dalam praktik hukum
sesuai dengan hukum yang berlaku, standar etika profesi, serta prinsip-
prinsip keadilan. Keberadaan praktisi hukum yang mematuhi hukum secara

konsisten sangat penting untuk mempertahankan integritas sistem peradilan.

Selanjutnya, praktisi hukum memiliki tanggungjawab dalam
memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan kepentingan umum.
Mereka memiliki peran dalam mendukung keadilan sosial, mengadvokasi hak
asasi manusia, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum serta hak dan kewajiban
mereka. Tanggungjawab sosial ini mendorong praktisi hukum untuk terlibat
dalam advokasi yang progresif dan berupaya menjembatani kesenjangan

akses terhadap sistem peradilan.
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Terakhir, tanggungjawab praktisi hukum termasuk dalam

juga
memastikan transparansi, kejujuran, dan integritas dalam setiap tindakan dan
keputusan yang mereka ambil. Mereka harus menghindari konflik
kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan bertindak secara
objektif dalam memberikan nasihat hukum serta membuat keputusan.
Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bergantung pada integritas
dan transparansi praktisi hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan

penuh tanggungjawab.

Tabel 3. Matrik diskusi Mahasiswa

No. Pertanyaan Diskusi

Aspek yang Dibahas
1. Apa yang dimaksud dengan

Definisi dan Konsep

tanggungjawab praktisi hukum?

Tanggungjawab Profesi Hukum

2. Bagaimana kode etik profesi Peran dan Implementasi Kode
hukum memengaruhi  Etik Profesi Hukum
tanggungjawab praktisi hukum?

3. Apa saja tanggungjawab praktisi Kewajiban terhadap Klien dan
hukum terhadap klien dalam Pemberian Pelayanan Hukum
pelayanan hukum?

4. Bagaimana praktisi hukum dapat Kepatuhan terhadap Hukum dan
menjaga integritas dan Integritas Profesi
kepatuhan terhadap hukum?

5. Apa peran praktisi hukum dalam Kontribusi terhadap Masyarakat

mendukung keadilan sosial dan

dan Keadilan Sosial

hak asasi manusia?

Matriks diskusi ini mengandung beberapa pertanyaan yang menggali
topik tanggungjawab praktisi hukum dari berbagai sudut pandang. Setiap
pertanyaan memiliki fokus yang berbeda dan dapat digunakan sebagai titik
awal untuk memulai diskusi mahasiswa tentang tanggungjawab praktisi
hukum, baik terhadap klien, hukum, etika profesi, maupun tanggungjawab

sosial praktisi hukum dalam memastikan keadilan sosial. Diskusi dapat
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difokuskan pada aspek-aspek kunci yang relevan dengan topik tersebut dan
mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggungjawab

praktisi hukum dalam berbagai konteks.

Latihan Soal 1

1. Jelaskan peran dan tanggung jawab praktisi hukum dalam menjaga
integritas sistem peradilan berdasarkan konsep hakikat sistem
peradilan di Indonesia.

2. Bagaimana ruang lingkup praktik pradilan memengaruhi tanggung
jawab seorang advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada
klien? Jelaskan dengan contoh konkret dan peran kode etk profesi
dalam hal ini.

3. Apa yang dimaksud dengan aspek etika profesi hukum dan bagaimana
hal ini berkaitan dengan hakikat sistem peradilan? Jelaskan pentingnya
aspek etika dalam membentuk praktik pradilan yang adil dan
bermartabat.

4. Dalam konteks tanggung jawab sosial praktisi hukum, jelaskan peran
mereka dalam mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat
yang kurang mampu atau terpinggirkan. Sertakan bagaimana sistem
peradilan berperan dalam memastikan akses keadilan bagi semua
lapisan masyarakat.

5. Berdasarkan pengetahuan tentang ruang lingkup praktik pradilan,
uraikan secara detail bagaimana peran praktisi hukum dalam
menegakkan supremasi hukum, serta jelaskan implikasinya terhadap
tanggung jawab moral dan profesional mereka dalam sistem peradilan.

Apabila belum berhasil menjawab silahkan pelajari kembali materi terkait
Hakikat Sistem Peradilan, Ruang Lingkup Praktik Pradilan, Tanggung Jawab
Praktisi Hukum pada Buku sebelumnya. Selamat berlatih.

Rangkuman
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Hakikat Sistem Peradilan di Indonesia merupakan landasan utama dalam
penegakan hukum yang didasarkan pada asas negara hukum dan keadilan
yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini terdiri dari tiga
tingkatan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata
usaha negara. Setiap tingkatan peradilan memiliki fungsi khusus, yang
menangani kasus-kasus pidana, perdata, masalah agama, dan sengketa

administrasi. Ruang Lingkup Praktik Pradilan merujuk pada tugas dan
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tanggung jawab praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan pegawai
peradilan dalam menjalankan profesi mereka. Mereka bertanggung jawab
memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, mematuhi kode etik profesi,
serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan integritas dalam setiap
tindakan. Adanya kode etik memegang peranan penting dalam menjaga
integritas dan kualitas praktisi hukum dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Tanggung Jawab Praktisi Hukum melibatkan berbagai aspek mulai dari
memberikan pelayanan hukum berkualitas kepada klien hingga mendukung
akses terhadap keadilan sosial bagi masyarakat. Praktisi hukum memiliki
tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga keadilan, mengadvokasi hak
asasi manusia, serta berkontribusi dalam mendukung keadilan sosial bagi
masyarakat. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas
dan kepatuhan terhadap hukum, memastikan bahwa setiap tindakan yang
mereka ambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tanggung
jawab praktisi hukum tidak hanya terfokus pada aspek profesional, tetapi juga
menekankan peran mereka sebagai agen perubahan sosial.

Keterlibatan praktisi hukum dalam praktik pradilan juga memperkuat aspek
keadilan dalam sistem peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka juga
bertanggung jawab dalam mendukung keberlanjutan sistem hukum yang adil
dan berintegritas. Selain itu, praktisi hukum juga berperan dalam menjaga
keadilan sosial, mengedepankan kepentingan umum, dan membantu
memperbaiki akses terhadap sistem peradilan bagi masyarakat yang kurang
mampu atau terpinggirkan. Tanggung jawab sosial ini menjadi bagian penting

dalam menjaga integritas dan kualitas sistem peradilan.
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Kesimpulannya, hakikat sistem peradilan memberikan landasan utama bagi
praktik pradilan, di mana praktisi hukum bertanggung jawab untuk
menjalankan tugas mereka dengan etika, integritas, dan kepatuhan pada
hukum yang berlaku. Kode etik profesi menjadi pedoman yang penting dalam
memastikan bahwa praktisi hukum menjalankan tugas mereka dengan penuh
tanggung jawab. Tanggung jawab praktisi hukum tidak hanya terbatas pada
aspek profesional, tetapi juga melibatkan komitmen dalam mendukung
keadilan sosial dan berkontribusi dalam memperbaiki sistem peradilan demi

terciptanya akses terhadap keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Tes Formatif 1 \

1. Apa yang menjadi landasan utama Hakikat Sistem Peradilan di
Indonesia?

A) Undang-Undang Dasar 1945

B) Pancasila

C) Hukum Acara Perdata

D) Kode Etik Profesi Hukum

2. Berapa jumlah tingkatan peradilan di Indonesia?

A)2

B) 4

C)3

D)5

3. Apa yang dimaksud dengan Ruang Lingkup Praktik Pradilan?
A) Peran dan tanggung jawab praktisi hukum

B) Asas-asas hukum dalam peradilan

C) Struktur organisasi peradilan

D) Hukum Acara Pidana

4. Siapakah yang termasuk dalam praktisi hukum?

A) Polisi

B) Pegawai Bank

C) Hakim, jaksa, advokat

D) Guru

5. Apa yang menjadi landasan bagi tanggung jawab praktisi hukum
dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas?

A) Intuisi pribadi

B) Kode Etik Profesi

C) Kebijakan pemerintah

D) Kesepakatan dengan klien

6. Tanggung Jawab Praktisi Hukum juga melibatkan aspek:
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A) Kewajiban politik

B) Keterlibatan dalam bisnis

C) Mendukung akses terhadap keadilan sosial

D) Menjaga keberlanjutan sistem peradilan

7. Apa fungsi peradilan umum dalam sistem peradilan di Indonesia?
A) Menangani sengketa administrasi

B) Memutuskan perkara perdata dan pidana

C) Menyelesaikan perkara agama

D) Membuat undang-undang baru

8. Apa yang menjadi pedoman utama bagi praktisi hukum dalam
menjalankan tugas mereka dengan integritas?

A) Kode Etik Profesi

B) Kesepakatan dengan klien

C) Keinginan pribadi

D) Petunjuk pemerintah

9. Bagaimana tanggung jawab praktisi hukum dapat mempengaruhi
integritas sistem peradilan?

A) Tidak ada hubungan antara keduanya

B) Tanggung jawab praktisi hukum tidak berpengaruh

C) Meningkatkan kualitas praktik pradilan

D) Menghambat proses peradilan

10. Apa yang menjadi fokus tanggung jawab sosial praktisi hukum?
A) Meningkatkan keuntungan pribadi

B) Menjaga integritas pribadi

C) Mendukung akses terhadap keadilan sosial

D) Membatasi hak asasi manusia

Umpan Balik

Cocokan jawaban anda dengan Kunci Jawaban. Hitunglah jawaban anda
yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui
tingkat penguasaan anda terhadap materi Buku Untuk latihan soal, setiap
soal memiliki bobot nilai yang sama, yaitu 10/soal.

Tes formatif:

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 — 100 % = baik sekali

80 — 89 % = baik

70 — 79 % = cukup

<70 % = kurang

Tindak Lanjut

Bila anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat

meneruskan ke materi selanjutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan anda
masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Buku 6, terutama

bagian yang belum anda kuasai.
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HUKUM ACARA PERDATA

A. PROSES PERADILAN PERDATA
Proses peradilan perdata di Indonesia merujuk pada proses hukum yang
mengatur penyelesaian sengketa di antara individu, badan hukum, atau pihak
yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
sipil. Proses ini diatur dalam Hukum Acara Perdata (HAP) yang menetapkan tata

cara dan prosedur dalam menangani kasus-kasus perdata di pengadilan.

Proses peradilan perdata dimulai dari tahap gugatan, di mana pihak yang
merasa dirugikan atau ingin menegakkan haknya dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan. Gugatan ini berisi tuntutan yang jelas dan alasannya kepada pihak
tergugat yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hak atau kewajiban
hukumnya. Pihak tergugat kemudian memiliki kesempatan untuk memberikan
jawaban (pembelaan) atas gugatan yang diajukan dalam waktu yang ditetapkan

oleh hukum acara perdata.

Setelah gugatan dan jawaban terpenuhi, proses persidangan dimulai. Di
sini, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti
yang mendukung argumennya kepada hakim. Persidangan juga memberikan
ruang bagi kedua belah pihak untuk mengajukan kesepakatan perdamaian di luar
persidangan, yang merupakan salah satu upaya alternatif dalam menyelesaikan

sengketa.

Hakim kemudian akan mengadakan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
yang disajikan, mendengarkan argumen kedua belah pihak, serta melakukan

mediasi apabila diperlukan. Selain itu, hakim juga dapat mengadakan

BUKU PRAKTEK PERADILAN Page 16




pemeriksaan tambahan jika ada kebutuhan untuk memperoleh bukti-bukti yang

lebih lengkap guna memastikan keadilan dalam putusan yang akan diambil.

Setelah proses persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan.
Putusan ini merupakan hasil dari pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan
tersebut dapat berupa penolakan gugatan, gugatan diterima, atau keputusan

tertentu terkait dengan penyelesaian sengketa yang diajukan.

Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan yang
dikeluarkan, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum
lanjutan, seperti banding atau kasasi, ke instansi peradilan yang lebih tinggi

untuk menguji keabsahan putusan yang telah diambil.

Proses peradilan perdata di Indonesia mencakup prinsip-prinsip hukum
yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip ini
dijalankan dengan mengutamakan keterbukaan, transparansi, dan konsistensi
dalam proses pengambilan keputusan hakim. Proses ini juga memungkinkan
pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan

efisien melalui mekanisme peradilan yang terstruktur.

Perlu dicatat bahwa proses peradilan perdata di Indonesia juga
mengakomodasi upaya penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, seperti
mediasi dan arbitrase. Kedua upaya ini memberikan kesempatan bagi para pihak
yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan proses
persidangan, yang kadang-kadang dapat menjadi solusi yang lebih cepat, hemat

biaya, dan bersifat win-win bagi kedua belah pihak.

BUKU PRAKTEK PERADILAN Page 17




Tabel 4. Tahapan Proses Peradilan Perdata

Tahapan Proses

Deskripsi

Peradilan Perdata
Gugatan

Jawaban (Pembelaan)

Persidangan

Pemeriksaan dan Putusan

Upaya Hukum Lanjutan
(Banding/Kasasi)

Pihak yang merasa dirugikan atau ingin
menegakkan haknya mengajukan gugatan ke
pengadilan.

Pihak tergugat memberikan jawaban
pembelaan atas gugatan yang diajukan.
Kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti
dan argumen-argumen mereka di hadapan
hakim.

Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-
bukti, mendengarkan argumen, dan
mengeluarkan putusan berdasarkan fakta dan
hukum yang berlaku.

Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat
mengajukan banding atau kasasi ke instansi
peradilan yang lebih tinggi.

atau

Tabel di atas mencakup tahapan-tahapan utama dalam proses peradilan

perdata di Indonesia, dimulai dari pengajuan gugatan hingga tahapan upaya

hukum lanjutan apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan yang

dikeluarkan oleh pengadilan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian

proses umum yang dijalankan dalam penyelesaian sengketa perdata di

pengadilan.
Tabel 5. Matrik diskusi Mahasiswa
No Topik Diskusi Aspek yang dibahas
1 Proses Gugatan dan Persyaratan pengajuan gugatan,
Persyaratan yang Dibutuhkan proses awal dalam peradilan perdata.
2 Tahapan Persidangan dan Peran hakim, pihak yang bersengketa,
Peran Pihak Terkait dan pengacara dalam proses
persidangan.
3  Bukti-Bukti dalam Proses Jenis-jenis bukti yang diperlukan, peran
Peradilan Perdata bukti dalam pembuktian di pengadilan.
4 Putusan Hakim dan Kiriteria putusan hakim, pelaksanaan
Pelaksanaan Putusan putusan setelah dibacakan di
persidangan.
5 Upaya Hukum Lanjutan Proses banding atau kasasi setelah

(Banding/Kasasi)

6 Mediasi

dalam Penyelesaian
Sengketa di Luar Persidangan

putusan pengadilan, mekanisme dan
langkah-langkahnya.
Pentingnya mediasi,
bagaimana  mediasi
proses peradilan perdata.

prosesnya, dan
memengaruhi
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B. JENIS-JENIS GUGATAN
Jenis-jenis gugatan dalam proses peradilan perdata di Indonesia mengacu
pada ragam tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan
atau ingin menegakkan haknya di hadapan pengadilan. Gugatan-gugatan ini
bervariasi tergantung pada sifat dan karakteristik dari permasalahan yang
dihadapi oleh pihak yang bersengketa. Di Indonesia, jenis-jenis gugatan dalam
peradilan perdata antara lain gugatan perdata biasa, gugatan perdata istimewa,

gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), dan gugatan class action.

Pertama, gugatan perdata biasa menjadi salah satu jenis gugatan yang
paling umum dalam proses peradilan perdata. Gugatan ini diajukan untuk
menyelesaikan beragam sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
sipil antara individu atau badan hukum. Gugatan perdata biasa mencakup
banyak aspek, mulai dari permasalahan kepemilikan, perjanjian, pelanggaran

kontrak, hingga tuntutan ganti rugi.

Selanjutnya, terdapat gugatan perdata istimewa yang memperoleh
perlakuan yang khusus dalam hukum acara perdata. Gugatan ini merujuk pada
kasus-kasus tertentu yang diatur secara spesifik dalam undang-undang.
Contohnya, gugatan perceraian, gugatan waris, atau gugatan atas hak milik

tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Selain itu, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan jenis
gugatan yang diajukan ketika suatu perbuatan dari pihak lain dinilai melanggar
hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak yang merasa dirugikan. Gugatan
PMH ini bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian atau kompensasi

atas perbuatan tersebut.
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Di samping itu, gugatan class action juga menjadi salah satu jenis gugatan
yang muncul dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Gugatan ini mewakili
sekelompok individu yang memiliki kesamaan kepentingan dan merasa dirugikan
oleh pihak yang sama. Contohnya, dalam kasus konsumen yang dirugikan oleh
suatu produk atau layanan tertentu, kelompok konsumen dapat mengajukan

gugatan class action untuk menuntut hak-hak mereka secara kolektif.

Selain empat jenis gugatan tersebut, ada pula gugatan ganti rugi
(compensatory damages) dan gugatan punitive damages yang dapat diajukan
tergantung pada sifat permasalahan yang dihadapi. Gugatan ganti rugi bertujuan
untuk mendapatkan penggantian kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang
merasa dirugikan, sementara gugatan punitive damages bertujuan untuk
memberikan hukuman tambahan atas tindakan yang disengaja dan melanggar

hukum dengan tujuan pencegahan.

Gugatan-gugatan tersebut menggambarkan ragam permasalahan yang
dapat diselesaikan melalui proses peradilan perdata di Indonesia. Setiap jenis
gugatan memiliki ketentuan dan prosedur tersendiri yang harus dipatuhi oleh
para pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara
adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam mengajukan gugatan,
penting bagi para pihak yang bersengketa untuk memahami jenis gugatan yang
tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta mempersiapkan
argumen dan bukti yang diperlukan guna mendukung tuntutan yang diajukan di

hadapan pengadilan.
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Tabel 6. Jenis-Jenis Gugatan

Jenis Gugatan Deskripsi

Gugatan Perdata Gugatan yang diajukan untuk menyelesaikan
Biasa beragam sengketa yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban sipil antara individu atau badan hukum.
Gugatan Perdata Gugatan yang diajukan dalam kasus-kasus tertentu
Istimewa yang diatur secara spesifik dalam undang-undang,

seperti gugatan perceraian, gugatan waris, atau
gugatan atas hak tanah.
Gugatan Perbuatan Gugatan yang diajukan ketika suatu perbuatan dari
Melawan Hukum pihak lain dinilai melanggar hukum dan menimbulkan
kerugian pada pihak yang merasa dirugikan.
Gugatan Class Action  Gugatan yang mewakili sekelompok individu yang
memiliki kesamaan kepentingan dan merasa
dirugikan oleh pihak yang sama.

Gugatan Ganti Rugi Gugatan untuk mendapatkan penggantian kerugian
materiil yang dialami oleh pihak yang merasa
dirugikan.

Gugatan Punitive = Gugatan yang bertujuan untuk memberikan hukuman

Damages tambahan atas tindakan yang disengaja dan

melanggar hukum dengan tujuan pencegahan.

Tabel di atas menyajikan jenis-jenis gugatan yang umum diajukan dalam proses
peradilan perdata di Indonesia beserta deskripsi singkat dari masing-masing jenis
gugatan tersebut. Setiap jenis gugatan memiliki karakteristik dan tujuan yang
berbeda tergantung pada sifat permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang

bersengketa.

Tabel 7. Matrik diskusi Mahasiswa

Topik Diskusi Aspek yang Dibahas

1. Gugatan Perdata Biasa Definisi, contoh kasus, prosedur
pengajuan, dan  persyaratan yang
diperlukan.

2. Gugatan Perdata Istimewa  Penjelasan jenis-jenis gugatan istimewa,
hukum yang mengaturnya, dan
perbedaannya dengan gugatan biasa.

3. Gugatan Perbuatan Contoh-contoh perbuatan melawan

Melawan Hukum hukum, proses pengajuan gugatan, dan
kompensasi yang diminta.

4. Gugatan Class Action Penjelasan tentang apa itu gugatan class
action, pengajuan gugatan, dan

keuntungan menggunakan gugatan ini.
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5. Gugatan Ganti Rugi dan Perbedaan antara gugatan ganti rugi dan
Punitive Damages punitive damages, kapan masing-masing
digunakan, dan relevansinya dalam kasus

nyata.

Matriks diskusi di atas menguraikan berbagai aspek yang dapat
diperbincangkan oleh mahasiswa terkait jenis-jenis gugatan dalam proses
peradilan perdata di Indonesia. Diskusi dapat difokuskan pada penjelasan
mendalam tentang setiap jenis gugatan, kasus-kasus nyata yang relevan,
prosedur pengajuan, persyaratan yang diperlukan, serta implikasi dan penerapan

praktis dari masing-masing jenis gugatan.

C. TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
Tata cara penyelesaian sengketa perdata di Indonesia merujuk pada
prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan konflik
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sipil antara individu atau badan
hukum. Proses ini berlangsung di pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk
memutuskan permasalahan tersebut. Berbagai mekanisme penyelesaian
sengketa perdata tersedia, termasuk mediasi, arbitrase, dan proses peradilan

yang terstruktur.

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak mediator yang netral untuk membantu kedua belah pihak yang
bersengketa dalam mencapai kesepakatan damai di luar persidangan. Mediator
bertindak sebagai pihak ketiga yang berperan untuk memfasilitasi dialog,
membantu identifikasi masalah, dan merumuskan solusi yang dapat diterima oleh

kedua belah pihak. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan
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dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat serta biaya yang lebih rendah

dibandingkan dengan proses persidangan formal di pengadilan.

Selanjutnya, arbitrase juga merupakan metode alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Arbitrase melibatkan pihak arbiter atau panel
arbitrase independen yang ditunjuk untuk mendengarkan argumen kedua belah
pihak dan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat. Proses ini
memberikan kebebasan lebih besar bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk
menentukan prosedur yang akan digunakan serta memilih arbiter yang sesuai
dengan kebutuhan kasus mereka. Keputusan arbitrase dianggap final dan dapat

dieksekusi seperti putusan pengadilan.

Namun, jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau
arbitrase, proses penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan akan
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata.
Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan
kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Gugatan ini harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan, termasuk identifikasi pihak yang berperkara, fakta-

fakta yang menjadi dasar gugatan, serta tuntutan atau ganti rugi yang diminta.

Setelah gugatan diajukan, pihak tergugat memiliki waktu untuk
memberikan jawaban atau pembelaan atas gugatan yang disampaikan. Proses
persidangan akan dilaksanakan di mana kedua belah pihak dapat
menyampaikan bukti-bukti dan argumen-argumen mereka. Hakim akan
memeriksa bukti-bukti yang disajikan, mendengarkan argumen, dan berusaha

melakukan mediasi jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat
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mengarahkan kedua belah pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu

sebelum proses persidangan dilanjutkan.

Selama proses persidangan, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti
yang terungkap dan hukum yang berlaku untuk mengambil keputusan. Setelah
pertimbangan yang matang, hakim akan mengeluarkan putusan yang bersifat
final dan mengikat. Putusan tersebut dapat berupa menolak gugatan,
mengabulkan gugatan, atau menetapkan keputusan tertentu terkait dengan

penyelesaian sengketa yang diajukan.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh
pengadilan, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum
lanjutan, seperti banding atau kasasi, ke instansi peradilan yang lebih tinggi

untuk menguji keabsahan putusan yang telah diambil.

Proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia menjunjung tinggi
prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui proses ini,
diharapkan sengketa dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum
yang berlaku. Sebagai alternatif, mediasi dan arbitrase juga memberikan ruang
bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai
tanpa melibatkan proses persidangan formal, yang kadang-kadang dapat

menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien.
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Gambar 1. Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata

BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PERDATA — ALUR PERSIDANGAN

Fenggugat (da:

= Sugatan gugur mengajul
uasanya) tidak hadir

1
(124 HIR) yang sama sekali lagi
(124 HIR)

Ver:

stek
Gugatan ditolak

{125 (1) HIR)

Replik dan Duglik Kesimput Putusan Hakim

pem ¥
dari Tergugat

1. Gugatan

Gugatan wajib disusun dalam bentuk surat gugat yang ditandatangani
oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri. Setelah itu, surat gugatan akan diserahkan langsung ke
Pengadilan Negeri, di mana nantinya akan diberikan nomor dan didaftarkan
dalam buku Register setelah penggugat melakukan pembayaran panjar biaya
perkara. Besaran biaya perkara akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 121 HIR). Untuk penggugat
yang secara finansial tidak mampu untuk membayar biaya perkara, yang
dapat dibuktikan melalui surat keterangan dari Kepala Desa yang
bersangkutan, mereka berhak mengajukan gugatan secara prodeo. Selain itu,
bagi penggugat yang tidak memiliki kemampuan menulis, mereka dapat
menyampaikan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri,

yang kemudian akan mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).
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a. Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR)
Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan di
wilayah hukumnya yang mencakup:

1) Tempat tinggal tergugat.

2) Tempat tinggal tergugat sebenarnya apabila tempat tinggalnya tidak
diketahui.

3) Salah satu tempat tinggal tergugat jika terdapat banyak tergugat
yang tinggal di wilayah hukum yang berbeda dari Pengadilan
Negeri.

4) Tempat tinggal tergugat utama, terutama jika hubungan antara
tergugat-tergugat adalah terkait utang dan penjaminannya.

5) Tempat tinggal penggugat atau salah satu dari mereka jika tergugat
tidak memiliki alamat atau keberadaan yang diketahui, atau jika
tergugat tidak dikenal.

6) Jika objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka
wilayah hukum Pengadilan Negeri adalah tempat di mana benda

tidak bergerak tersebut berada.

Ada perbedaan antara Ketentuan HIR dan RBg dalam hal ini. Menurut
pasal 142 RBg, jika yang digugat adalah tanah, gugatan selalu dapat

diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tanah tersebut berada.

Jika ada opsi domisili yang dinyatakan secara tertulis dalam akta,
Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan pilihan domisili yang

diinginkan oleh penggugat.
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Apabila tergugat pada sidang pertama tidak mengajukan eksepsi
terkait kewenangan pengadilan dalam hal ini, Pengadilan Negeri tidak
diizinkan untuk menyatakan bahwa mereka tidak berwenang
mengadili. Hal ini sesuai dengan Pasal 133 HIR, yang menegaskan
bahwa eksepsi terkait kewenangan relatif harus diajukan pada awal
sidang, dan jika diajukan terlambat, Hakim tidak diperkenankan untuk

mempertimbangkan eksepsi tersebut.

b. Kuasa/Wakil

Untuk menjadi wakil atau kuasa dari penggugat, tergugat, atau
pemohon dalam suatu perkara, seseorang harus memenuhi syarat-syarat

berikut:

1) Harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan saat
sidang, atau pemberian kuasa harus disebutkan secara tertulis
dalam surat gugatan atau permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk
oleh pihak yang bersengketa atau pemohon secara lisan dalam
persidangan.

2) Memenubhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman
Nomor 1 Tahun 1985 bersama Keputusan Menteri Kehakiman
tanggal 7 Oktober 1965 Nomor J.P.14-2-11.

3) Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktik di kantor
Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau telah diberi izin

khusus untuk mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu.

Selain itu, permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh

kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilengkapi dengan
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surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut, atau
surat kuasa yang telah digunakan di Pengadilan Negeri harus
menyebutkan pemberian kuasa juga untuk mengajukan permohonan
banding atau kasasi. Persyaratan yang sama berlaku untuk menjadi

kuasa dari pihak tergugat.

Adapun Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata

berdasarkan Stbl. 1922 Nomor 522 dan Pasal 123 ayat 2 HIR adalah:

1) Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah.
2) Jaksa.
3) Orang atau pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang

bersangkutan.

Jaksa tidak diwajibkan menyerahkan surat kuasa khusus. Pejabat atau
orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, hanya
perlu menyerahkan salinan surat pengangkatan/penunjukan yang tidak

memerlukan materai.

c. Perkara Gugur

Jika pada hari pertama persidangan, penggugat atau seluruh
penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan sah dan tidak
mengirim wakil yang sah, sementara tergugat atau wakil yang sahnya
hadir, maka gugatan akan dinyatakan gugur dan penggugat diwajibkan
membayar biaya perkara. Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan
kembali dengan membayar biaya perkara lagi. Jika sitaan telah dilakukan,

sitaan tersebut juga dibatalkan.
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Namun, dalam keadaan khusus, seperti jika penggugat tinggalnya jauh
atau benar-benar telah mengirim wakilnya, tetapi surat kuasanya tidak
memenuhi persyaratan, Hakim memiliki kewenangan untuk menunda dan
memerintahkan pemanggilan kembali penggugat. Pihak yang hadir
diberitahu untuk hadir lagi tanpa panggilan.
Jika pada hari pertama persidangan penggugat tidak hadir, meskipun
sudah dipanggil dengan sah, namun datang pada hari kedua, dan pada
hari ketiga tidak hadir lagi, perkara tersebut tidak dapat dinyatakan gugur
(sesuai Pasal 124 HIR).

d. Putusan Verstek
Jika pada hari pertama dan hari kedua persidangan, tergugat atau seluruh
tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan tidak
mengirim wakil yang sah, sementara penggugat atau para penggugat
selalu hadir, maka perkara akan diputus secara verstek.
Namun, jika tergugat tidak hadir pada hari pertama atau tidak mengirim
wakil yang sah, tetapi mengajukan tangkisan atau jawaban tertulis tentang
ketidakberwenangan pengadilan, maka perkara tidak akan diputus secara
verstek.

e. Tangkisan/Eksepsi
Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat akan diperiksa dan
diputuskan bersama-sama dengan inti perkaranya, kecuali jika eksepsi
tersebut terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menangani

kasus tersebut.
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Jika diputuskan bersama-sama dengan inti perkaranya, dalam bagian
pertimbangan hukum dan dalam isi putusan, akan tetap disebutkan
dengan jelas:

1) Dalam eksepsi: (penjelasan lengkap).

2) Dalam inti perkaranya: (penjelasan lengkap).

f. Pencabutan Surat Gugatan

Gugatan dapat ditarik kembali secara sendirian jika perkara belum
diajukan untuk pemeriksaan. Namun, jika perkara telah diajukan dan
tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut, pencabutan
perkara harus disetujui oleh tergugat (sesuai dengan Pasal 271 dan 272

RV).

g. Perubahan/Penambahan Gugatan

Pengajuan dan/atau penambahan gugatan diperbolehkan asalkan
diajukan pada sidang pertama di mana semua pihak terlibat hadir. Namun,
perlu ditanyakan kepada pihak lawan untuk memungkinkan mereka untuk

membela kepentingannya.

Penambahan atau perubahan gugatan tidak boleh dilakukan
sedemikian rupa sehingga merubah pokok dari materi yang menjadi dasar
persengketaan antara kedua belah pihak. Jika hal tersebut terjadi, surat

gugatan harus ditarik kembali.

h. Perdamaian

Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, Hakim
diwajibkan untuk berupaya melakukan perdamaian di antara mereka.

Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada hari sidang pertama, tetapi
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dapat dilakukan bahkan jika proses pemeriksaan sudah berlanjut (sesuai

dengan Pasal 130 HIR).

Jika upaya perdamaian berhasil, akan dibuat sebuah perjanjian
perdamaian yang harus dibacakan oleh Hakim di hadapan semua pihak
sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang mewajibkan kedua belah

pihak untuk patuh terhadap isi perjanjian perdamaian tersebut.

Perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan putusan Hakim yang bersifat final, dan jika tidak dipatuhi, pihak
yang merasa dirugikan dapat mengajukan eksekusi kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Tidak ada upaya hukum banding

yang bisa diajukan terhadap putusan perdamaian.

Namun, jika upaya perdamaian tidak berhasil, yang harus dicatat
dalam berita acara persidangan, proses pemeriksaan perkara akan
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam bahasa yang
dipahami oleh semua pihak, dan bila diperlukan, menggunakan bantuan

penerjemah (sesuai dengan Pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus
datang sendiri.

Apabila usaha perdamaian berhasil, gugat an harus dicabut. Sehubungan
dengan per damaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian.

Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang
tertutup.

i. Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia
Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal

dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.
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J. Biaya Yang Dapat Timbul Dalam Persidangan

Jika selama proses pemeriksaan suatu perkara atas permohonan
salah satu pihak terdapat tindakan atau kegiatan yang baru dilakukan,
biaya tersebut akan dikenakan kepada pihak yang mengajukan
permohonan dan dianggap sebagai bagian dari biaya perkara. Biaya ini
nantinya akan dihitung dengan total biaya perkara yang harus dibayar oleh
pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang

kalah dalam persidangan.

Pihak yang berlawanan, jika mereka setuju, dapat membayarnya.
Namun, jika kedua belah pihak menolak untuk membayar biaya tersebut,
maka tindakan atau kegiatan yang baru dilakukan tidak akan dilanjutkan,
kecuali jika menurut keputusan Hakim, hal tersebut sangat penting. Dalam
situasi tersebut, biaya tersebut sementara waktu akan diambil dari uang
panjar biaya perkara yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Penggugat

(sesuai dengan Pasal 160 HIR).

k. Penggabungan Perkara

Beberapa gugatan dapat disatukan menjadi satu entitas jika di
antara gugatan-gugatan tersebut terdapat keterkaitan yang erat atau
adanya hubungan yang jelas. Keterkaitan ini harus diuji berdasarkan bukti
faktual yang ada. Penggabungan gugatan diizinkan jika hal itu akan
mengoptimalkan proses, yaitu jika ada keterkaitan antara gugatan-
gugatan yang disatukan dan penggabungan akan mempermudah proses
pemeriksaan serta mencegah kemungkinan terjadinya keputusan yang

saling bertentangan.
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2. Perlawanan

a. Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

Pasal 129 HIR/153 RBg memberikan opsi kepada tergugat/para
tergugat yang dihukum secara verstek untuk mengajukan verzet atau
perlawanan. Kedua kasus tersebut akan digabungkan menjadi satu entitas
dan diberi nomor tunggal. Sebisa mungkin, kasus tersebut akan ditangani
oleh panel hakim yang sama yang sebelumnya telah mengeluarkan
putusan verstek. Hakim yang menangani kasus verzet atas putusan
verstek diwajibkan untuk memeriksa keseluruhan gugatan yang
sebelumnya telah diputus secara verstek. Pedoman untuk hal ini mengacu

pada SEMA Nomor 9 Tahun 1964.

b. Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi

Perlawanan yang diajukan oleh pihak yang dieksekusi terhadap
penyitaan barang, baik itu barang yang bergerak maupun tidak bergerak,
diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg. Secara prinsip,
perlawanan ini tidak secara otomatis menghentikan eksekusi (sesuai
Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus
ditangguhkan jika terlihat dengan jelas bahwa perlawanan tersebut
beralasan dan sah, setidaknya sampai adanya keputusan dari Pengadilan

Negeri. Keputusan dari persidangan ini dapat diajukan banding.

c. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita

Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi

Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap sita

conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan
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berdasarkan klaim kepemilikan. Oleh karena itu, hanya pemilik atau
individu yang merasa memiliki barang yang disita yang dapat mengajukan
perlawanan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan

penyitaan, berdasarkan Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg.

Adalah jelas bahwa penyewa, pemegang hak gadai, pemegang hak
pakai atas tanah tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan
perlawanan semacam ini. Pemegang hipotek atau kredit gadai, jika tanah
atau rumah yang dijaminkan kepadanya disita, berdasarkan klausul yang
lazimnya terdapat dalam perjanjian dengan peminjam, dapat meminta
eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN. Pemegang
gadai tanah, yang sebelumnya memiliki kedudukan yang sama dengan
pemilik tanah sebelum diberlakukannya Perpu No. 56 Tahun 1960, Kini
tidak diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga. Karena
gadai tanah terbatas selama maksimal 7 (tujuh) tahun, pemegang gadai
tanah tidak diizinkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi.
Untuk berhasil dalam perlawanan ini, pihak tersebut harus membuktikan
kepemilikan atas barang yang disita. Jika berhasil, pihak tersebut diakui

sebagai pelawan yang sah dan sita akan ditarik kembali.

Namun, jika pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas
barang yang disita, ia akan dianggap sebagai pelawan yang tidak benar
atau tidak jujur, dan sita akan tetap dipertahankan. Dalam praktiknya,
seringkali istri atau suami dari pihak yang disita mengajukan perlawanan
pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami
terkait harta bersama yang disita tidak dapat diterima, karena harta

bersama biasanya digunakan sebagai jaminan untuk membayar hutang
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yang terjadi selama perkawinan, yang secara bersama-sama harus
ditanggung. Namun, jika yang disita adalah harta bawaan atau harta asal
suami atau istri, maka istri atau suami dapat berhasil dalam perlawanan

pihak ketiga, kecuali:

1) Jika mereka menikah berdasarkan BW dengan perjanjian
pemisahan harta atau membuat perjanjian perkawinan yang
menetapkan pemisahan harta dan pendapatan.

2) Jika suami atau istri tersebut telah menandatangani surat perjanjian
hutang, sehingga mereka bertanggung jawab atasnya.

3) Perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa dan

pada dasarnya tidak akan menunda eksekusi.

Namun, eksekusi harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang menangani eksekusi, jika perlawanan tersebut terlihat
beralasan, misalnya jika sertifikat tanah yang akan dilelang tercatat atas
nama orang lain, atau dari BPKB yang menunjukkan bahwa mobil yang
akan dilelang sebenarnya sudah lama dimiliki oleh pelawan. Namun, perlu
hati-hati, jika tanah atau mobil tersebut baru tercatat atas nama pelawan

setelah barang tersebut disita, maka perolehan tersebut tidak sah.

Terkait dengan pengajuan perlawanan pihak ketiga, Ketua Majelis yang
memeriksa perkara tersebut harus selalu melaporkan perkembangan kasus
kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan ini diperlukan oleh Ketua
Pengadilan Negeri untuk menentukan apakah eksekusi akan dilanjutkan atau

ditangguhkan.
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Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan seperti sita conservatoir
dan sita revindicatoir tidak diatur secara khusus dalam HIR, RBg, atau RV,
namun menurut praktik hukum yang telah ditetapkan oleh yurisprudensi,
perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang terbukti sebagai pemilik
barang yang disita dapat diterima, bahkan ketika sita conservatoir tersebut
belum disahkan (putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962, No.

306K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi Il halaman 270).

3. Eksekusi

Pengumuman lelang tanah dilakukan melalui penerbitan di harian yang
terbit di kota tempat tanah tersebut terletak atau di kota yang berdekatan
dengan daerah tersebut, mengacu pada Pasal 195 HIR / Pasal 206 RBg dan
Pasal 217 RBg. Proses lelang atau penjualan umum diatur oleh Peraturan
Lelang, Lembaran Negara Tahun 1908 No. 189, yang diteruskan dalam

Lembaran Negara tahun 1940 No. 56.

Lelang atau penjualan umum dilakukan melalui proses penawaran
tertulis. Surat penawaran harus dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan
di tempat lelang atau diserahkan langsung oleh calon peserta lelang kepada
Pejabat lelang dari kantor lelang. Surat penawaran ini harus ditulis dalam
bahasa Indonesia dengan angka atau huruf latin yang jelas dan lengkap serta
harus ditandatangani oleh penawar. Setelah memenuhi syarat, surat
penawaran ini disahkan oleh pejabat lelang. Penawar hanya diperbolehkan
mengajukan satu surat penawaran untuk satu bidang tanah, bangunan, atau
barang tertentu. Individu yang menandatangani surat penawaran bertanggung

jawab secara pribadi atas pembayaran uang pembelian lelang. Jika bertindak
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sebagai kuasa seseorang, perusahaan, atau badan hukum, mereka juga
bertanggung jawab penuh. Sebagian besar penawar diwajibkan untuk
menyetor uang jaminan sebelum turut serta dalam pelelangan. Jumlah uang
jaminan ini ditetapkan oleh pejabat lelang dan akan dihitung dengan harga

pembelian jika penawar tersebut dipilih sebagai pembeli.

Sebelum lelang dilakukan, kreditur dan debitur diundang oleh Ketua
Pengadilan Negeri untuk mencari solusi, seperti memberikan waktu kepada
debitur selama 2 bulan untuk mencari pembeli. Jika terjadi penjualan,
pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian,
pembeli, kreditur, dan debitur harus menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) untuk membuat akta jual beli dan melakukan balik nama tanah atas
nama pembeli. Hipotik yang membebani tanah tersebut akan dihapus. Jika
setelah 2 bulan tidak ada pembeli, maka eksekusi akan dilanjutkan. Kreditur
dan debitur, di bawah arahan Ketua Pengadilan Negeri, menentukan harga
limit dari tanah yang akan dilelang. Jika tidak ada penawaran selama 1 bulan,
maka penjualan umum diumumkan sekali lagi dalam harian yang terbit di kota
tempat tanah tersebut terletak atau di kota terdekat. Jika lelang dengan harga
limit tidak tercapai, kreditur akan memperoleh tanah tersebut dengan harga
limit tersebut. Hutang akan dibayar dan hipotik yang membebani tanah
tersebut akan dihapus. Jika penawaran tertinggi tidak mencapai harga limit
yang ditetapkan, penjualan umum dapat diubah menjadi penawaran lisan
dengan harga yang meningkat, jika dianggap perlu. Pembeli dianggap
mengetahui dan menyetujui barang yang telah dibelinya. Mereka tidak
memiliki hak untuk menarik diri atau menolak pembelian setelah pembelian

tersebut disahkan dan melepaskan semua hak untuk mengajukan ganti rugi
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atas kekurangan, kerusakan, atau cacat yang ada pada barang. Barang yang
terjual menjadi tanggung jawab dan hak pembeli pada saat itu juga. Jika
berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera mengurus perubahan nama
hak atas namanya. Pembeli tidak boleh menguasai barang yang telah
dibelinya sebelum pembayaran penuh dilakukan, termasuk harga pokok,
biaya lelang, dan uang muka. Tanda terima pembayaran diserahkan kepada

pembeli lelang.

Jika tanah atau rumah vyang dilelang masih ditempati oleh
tersita/lelang, dan mereka tidak bersedia meninggalkannya, pemenang lelang
dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk
mengosongkan tempat tersebut. Hal yang sama berlaku untuk pembeli lelang
yang membeli tanah atau rumah dari Panitia Urusan Piutang dan Lelang
Negara (PUPN). Orang yang menyewa, menerima hak jaminan, atau membeli
tanah/rumah tersebut sebelum dilakukannya penyitaan, tidak akan terkena
sanksi ini. Untuk mengeluarkan mereka, pembeli lelang harus menempuh
jalur damai atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sesuai
dengan prosedur hukum biasa. Hipotik atau kredit gadai yang tidak
didaftarkan di kantor pertanahan setelah dilakukan penyitaan, baik itu sita
jaminan atau sita eksekusi, tidak memiliki kekuatan hukum. Lelang yang telah
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Namun,
jika ada kecurangan atau pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan aturan,
lelang tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan kepada

Pengadilan Negeri.
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4. Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Berdasarkan
PERMA No. 4 Tahun 2019

1. Hanya untuk perkara gugatan waprestasi dan/ atau PMH, bukan
perkara sengketa atas tanah dan/ atau bukan perkara khusus
(kepailitan atau ketenagakerjaan) ;

2. Tuntutan tidak lebih dari Rp 500 juta (PERMA lama maksimal Rp 200
juta) dan bukan tuntutan immaterial ;

3. Penggugat dan Tergugat berada dalam satu wilayah hukum dan jumlah
penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu (kecuali memiliki
kepentingan hukum yang sama).

Gambar 2. Mekanisme Gugatan Sederhana

INDONESIA adal, negan yang tak a negara yang
i Bank nia

Mekanisme
Gugatan
Sederhana

Reformasi hukum dalam a i a masyarakat ke.
mempercepat proses J - Kini, melalui
sengketa bisnis.

Isi formulir Panitera menilai Ya. Perkara termasuk Penggugat
pendaftaran formulir gugatan Gugatan Sederhana membayar panjer

DALAM 1 HARI KERJA

8a 6 5

Keberatan Putusan i Menunggu
dengan hasil panggilan sidang

MAKSIMAL
25 HARI KERJA MAKSIMAL
2 HARI KERJA

8. &n 12

F‘_emberitar\ua"\ Menerima Pelaksanaan
sidang lanjutan putusan putusan

DALAM 3
HARI KERJA 9
Sidang 1 1

lanjutan

Putusan
MAKSIMAL
7 HARI KERJA

SYARAT CARA KERJA JENIS PERKARA

Tuntutan tidak lebih dar ST Penggugat/tergugat tidak perlu membuat surat gugatan/jawaban dan dapat Cidera janji (wanpestasi dan

dan bukan tuntutan imat formulir Negeri. perbuatan melawan hukum.
- Bukan perkara sengketa tanah - Penggugat/tergugat tidak perlu memikirkan aspek hukum. hanya perlu

dansatau bukan perkara khusus menyajikan fakta cdan bukti.

(kepailitan atau ketenagakeraan). - Persidangan dipimpin hakim tunggal. TUNTUTAN
- Penggugat dan tergugat berada - Paling lambat 25 harl sejak sidang pertama, sudah 3 yar uang dan/atau

L - Pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim tunggal dapat =uatu perb.

dan t ke Ketua N
orang untuk tiap pihak yang ppbiar Hakim Majelis. 7 har Imevja s.q]nk Majelis ditetapkan.
kepentingan hukum yang sama. - Putusan yang adalah final dan mengikat.
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5. Pendaftaran Kasasi Perdata

Gambar 3. Bagan Pendaftaran Kasasi Perdata

Petugas Banding
Pemohon Kasasi Panitera Muda Meja 3
Mengajukan Kasasi | Memeriksa permohonan ™ w:::sr;r?gilat(ggtar? memort
padab _t"elﬂ 3 dan Banding dan menunjuk
memberikan memori Jurusita Pengganti D
Kasasi (wajib) N o =
S \\%‘x\%
Y
Petugas Kasasi v y
Meja 3 Jurusita Pengganti
) Panitera Sekretaris 99
- Mengirim kontra memori
Mencatat  pendaftaran Memeriksa permohonan Kasasi
permohonan Kasasi Kasasi dan tanda .
@ tangan @
S
Y
Pemohon Kasasi
Petugas Banding
Membayar panjar biaya Jurusita Pengganti Meja 3
perkara ke kasir Mengirim pemberitahu- Mengirim bundel perkara
N an Kasasi, memori ke Mahkamah Agung
S Kasasi dan Inzaghe A
(pemeriksaan berkas) D \‘{‘Q\
S
Kasir

Menerima Pembayaran

3\@%

Latihan Soal 2

1. Jelaskan proses peradilan perdata di Indonesia beserta tahapan-
tahapan yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa perdata.

2. Gambarkan jenis-jenis gugatan dalam hukum acara perdata dan
jelaskan proses hukum yang terkait dengan masing-masing jenis
gugatan tersebut.

3. Apa itu Hukum Acara Perdata dan bagaimana perannya dalam
menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan? Jelaskan secara detail.

4. Tata cara penyelesaian sengketa perdata tidak hanya melalui
pengadilan. Jelaskan alternatif lain yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan sengketa perdata di luar proses peradilan formal.

5. Bagaimana mediasi berbeda dengan arbitrase dalam konteks
penyelesaian sengketa perdata? Jelaskan kelebihan dan kekurangan
masing-masing metode penyelesaian sengketa tersebut.

Apabila belum berhasil menjawab silahkan pelajari kembali materi terkait Materi
Hukum Acara Perdata pada Buku sebelumnya. Selamat berlatih.
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 Rangkuman .
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Hukum Acara Perdata merupakan cabang dari hukum yang mengatur prosedur
dan tata cara yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa perdata di
pengadilan. Proses peradilan perdata di Indonesia merujuk pada penyelesaian
konflik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sipil antara individu atau
badan hukum. Proses ini dimulai dari pengajuan gugatan, di mana pihak yang
merasa dirugikan mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Tahapan-tahapan
penting dalam proses ini termasuk pengajuan gugatan, jawaban atau
pembelaan, persidangan, dan pemeriksaan serta putusan hakim. Terdapat
berbagai jenis gugatan dalam hukum acara perdata yang mencakup gugatan
perdata biasa, gugatan perdata istimewa, gugatan perbuatan melawan hukum,
dan gugatan class action. Setiap jenis gugatan memiliki proses hukumnya
sendiri yang harus diikuti, termasuk persyaratan pengajuan, prosedur
persidangan, dan hasil yang diharapkan. Selain melalui pengadilan, sengketa
perdata juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa
seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi melibatkan mediator yang membantu
para pihak dalam mencapai kesepakatan damai di luar persidangan, sementara
arbitrase melibatkan arbiter atau panel arbitrase yang menentukan keputusan
yang mengikat bagi kedua belah pihak. Baik melalui jalur pengadilan maupun
alternatif penyelesaian sengketa, tata cara penyelesaian sengketa perdata di
Indonesia mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan demi menyelesaikan sengketa dengan adil dan sesuai dengan
hukum yang berlaku.

Tes Formatif 2

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata?

A. Hukum yang mengatur peradilan pidana

B. Hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di
pengadilan

C. Hukum yang mengatur kontrak-kontrak perdata

D. Hukum yang mengatur kepemilikan tanah

2. Tahapan pertama dalam proses peradilan perdata di Indonesia adalah...
A. Persidangan

B. Pembelaan

C. Gugatan

D. Pemeriksaan

3. Apa tujuan dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata?
A. Memperburuk konflik

B. Mempercepat proses peradilan

C. Mencapai kesepakatan damai di luar persidangan

D. Menegakkan putusan hakim

4. Jenis gugatan yang diajukan dalam kasus-kasus tertentu yang diatur
secara spesifik dalam undang-undang disebut...

A. Gugatan perdata biasa

B. Gugatan perdata istimewa

C. Gugatan perbuatan melawan hukum
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D. Gugatan class action

5. Apa keputusan yang dapat diambil oleh hakim setelah proses
persidangan dalam peradilan perdata?

A. Pemeriksaan

B. Pembelaan

C. Mediasi

D. Putusan

6. Alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan antara
lain...

A. Arbitrase dan ganti rugi

B. Mediasi dan arbitrase

C. Arbitrase dan putusan

D. Gugatan dan mediasi

7. Proses hukum yang terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum
adalah...

A. Gugatan hanya diberikan jika terdapat pembuktian 100% kesalahan pihak
tergugat

B. Pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan bahwa terdapat perbuatan
melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan

C. Gugatan langsung diterima tanpa pembuktian lebih lanjut

D. Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki posisi sosial yang
tinggi

8. Berikut adalah tahapan terakhir dalam proses peradilan perdata,
kecuali...

A. Gugatan

B. Jawaban

C. Persidangan

D. Mediasi

9. Tujuan dari arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata adalah...
A. Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan

B. Memberikan putusan yang tidak mengikat

C. Mencapai kesepakatan damai

D. Membantu para pihak menemukan solusi

10. Apa yang menjadi prinsip utama dalam tata cara penyelesaian
sengketa perdata di Indonesia?

A. Keberpihakan pada salah satu pihak yang bersengketa

B. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

C. Penundaan proses peradilan

D. Persyaratan yang kompleks untuk mempersulit proses hukum

Umpan Balik

Cocokan jawaban anda dengan Kunci Jawaban. Hitunglah jawaban anda yang
benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan anda terhadapmateri Buku.

Untuk latihan soal, setiap soal memiliki bobot nilai yang sama, yaitu 10/soal.
Tes formatif:
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
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90 — 100 % = baik sekali
80 -89 % = baik
70-79 % = cukup
<70 % = kurang

Tindak lanjut

Bila anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan ke materi selanjutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih
di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Buku, terutama bagian yang
belum anda kuasai.
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HUKUM ACARA PIDANA

A. Proses Peradilan Pidana
Proses peradilan pidana di Indonesia adalah suatu rangkaian prosedur
yang ditetapkan oleh hukum untuk menangani kasus-kasus pidana. Proses ini
melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,
serta berlangsung dalam beberapa tahap utama yang meliputi penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Berikut adalah
penjelasan rinci mengenai masing-masing tahap tersebut dalam konteks

hukum Indonesia.

1. Penyelidikan

Tahap pertama dalam proses peradilan pidana adalah penyelidikan.
Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian untuk mencari dan menemukan
adanya dugaan tindak pidana. Penyelidikan dimulai dari laporan atau
temuan tentang suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana.
Penyelidik bertugas mengumpulkan informasi dan bukti awal yang
nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus perlu
dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan seringkali melibatkan
pengumpulan keterangan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara

(TKP), dan pengumpulan barang bukti.

2. Penyidikan

Setelah tahap penyelidikan, apabila ditemukan bukti awal yang
cukup, maka kasus akan berlanjut ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah
proses lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam

persidangan. Penyidik, yang biasanya adalah petugas kepolisian,
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berwenang untuk memanggil saksi, menggeledah, menyita barang bukti,
dan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti.
Pada tahap ini, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik
berupaya membangun kasus yang cukup kuat untuk diajukan ke

pengadilan melalui kejaksaan.

3. Penuntutan

Berkas perkara yang telah lengkap kemudian diserahkan kepada
kejaksaan. Di tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memeriksa kembali
bukti-bukti dan keterangan yang terkumpul. Jika jaksa menilai bukti cukup,
ia akan menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara tersebut ke
pengadilan untuk disidangkan. Jika bukti dianggap tidak memadai, jaksa
dapat mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi, atau

dalam kasus tertentu, menghentikan penuntutan.

4. Persidangan

Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan. Persidangan
merupakan proses di mana hakim mendengarkan dan mempertimbangkan
semua bukti dan argumen yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dan
pembela (pengacara terdakwa). Di Indonesia, sistem peradilan pidana
menganut prinsip adversarial, di mana jaksa dan pembela memiliki
kesempatan yang sama untuk menyajikan kasus mereka. Sidang
diadakan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu yang
memerlukan penutupan. Hakim kemudian memutuskan apakah terdakwa

bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.

5. Putusan dan Banding
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Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, hakim akan
mengambil  keputusan yang biasanya berupa pembebasan,
penghukuman, atau perintah lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
Baik jaksa maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding ke
pengadilan tingkat lebih tinggi jika mereka tidak puas dengan keputusan
pengadilan tingkat pertama. Proses banding ini memungkinkan peninjauan
kembali atas keputusan yang telah diambil.

6. Eksekusi Putusan

Tahap akhir dari proses peradilan pidana adalah eksekusi putusan.
Setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), maka
putusan tersebut akan dilaksanakan. Jika terdakwa dihukum penjara,
maka eksekusi berupa penahanan sesuai dengan durasi hukuman yang
ditetapkan. Dalam kasus denda atau ganti rugi, eksekusi melibatkan
pengumpulan denda atau pengaturan pembayaran ganti rugi. Eksekusi ini
diawasi oleh kejaksaan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Proses peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk memastikan
bahwa setiap kasus pidana ditangani dengan adil dan sesuai dengan hukum
yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati
sambil juga memberikan perhatian pada kebutuhan keadilan bagi korban dan
masyarakat. Melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur,
proses peradilan pidana berupaya mencapai keadilan dengan menghormati
prinsip-prinsip hukum dasar dan memastikan penerapan hukum yang adil dan

tepat.
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Gambar. 4. Alur Persidangan Tingkat Pertama

2 hari

Melimpahkan berkas Memberikan Tanda Memberikan Nomor Memeriksa Berkas
perkara ke PN Terima Pelimpahan Perkara dan Perkara
melalui Panitera Muda Berkas mempersiapkan semua
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vang dibutuhkan ke
dalam berkas perkara
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Hakim dalam jangka
waktu 3 hari kerja
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- Menetapkan hari sidang pertama, paling
lama 7 hari kerja setelah diterimanya berkas
aleh Ketua Majelis Hakim
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1 ha

- Berkas Perkara harus sudah ada pada
Ketua Majelis Hakim paling lama 3 hari
setelah Penunjukan Majelis Hakim oleh

Memberikan Berkas
Perkara kepada Ketua
Majelis yang telah ditunjuk

Menunjuk Panitera
Pengganti

1 hari:

Mempelajari Menerima Berkas Perkara Memberitahukan kepada Hadir pada jadwal
Perkara dan memberikan Salinan Terdakwa Jadwal wang telah ditentukan
Penetapan Hari Sidang Persidangan dan untuk Sidang Pertama
Pertama kepada Jaksa menghadirkan Terdakwa
Penuntut Umum untuk pada Hari Persidangan
menghadirkan Terdakwa yang telah ditentukan

Gambar. 5. Persidangan Perkara Pidana
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Aspek

Tabel 7. Matrik Diskusi Mahasiswa

Pertanyaan

Poin-Poin

Referensi

Catatan

Penyelidikan

Penyidikan

Penuntutan

Persidangan

Putusan dan
Banding

Diskusi
Apa peran dan
tantangan
dalam tahap
penyelidikan
dalam proses
peradilan
pidana?
Bagaimana
penyidikan
berbeda dari
penyelidikan
dan apa
implikasinya?

Apa kriteria
jaksa  dalam
memutuskan
untuk
menuntut?

Bagaimana
persidangan
memastikan
keadilan bagi
terdakwa?

Bagaimana
proses

banding
berkontribusi
pada  sistem
hukum?

Kunci

kepolisian -
Tantangan
dalam
pengumpulan
bukti - Hak-hak
terduga pelaku
- Definisi dan
tujuan
penyidikan -
Perbedaan
prosedural
dengan
penyelidikan -
Hak-hak
tersangka
selama
penyidikan

Pertimbangan
jaksa  dalam
penuntutan -
Proses
pembuatan
dakwaan -
Prinsip
keadilan
objektivitas
- Peran hakim
dan pengacara
- Prinsip
persidangan
terbuka  dan
adil - Prosedur
pemeriksaan
bukti dan saksi
- Alasan dan
prosedur
pengajuan
banding -
Pengaruh
banding
terhadap
keputusan
awal - Sistem

dan

untuk Diskusi

Tahun 1981
tentang Hukum
Acara Pidana
(KUHAP),
Buku teks
Hukum Pidana
KUHAP, Artikel
jurnal hukum

KUHAP, Studi
kasus
penuntutan
KUHAP,

Catatan kuliah
hukum acara
pidana

KUHAP, Jurnal
tentang sistem
peradilan

Tambahan
Diskusikan
keseimbangan
antara
penyelidikan
efektif dan hak
asasi manusia

Evaluasi
prosedur
penyidikan
dalam konteks
perlindungan
hak-hak
individu

Diskusikan
dilema moral
dan hukum
dalam
penuntutan

Analisis  studi
kasus
persidangan

kontroversial

Diskusikan
kasus di mana
banding
memainkan
peran penting
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peradilan

multi-tingkat
Eksekusi Bagaimana - Prosedur KUHAP, Bahas kasus di
Putusan putusan eksekusi Analisis kasus mana eksekusi
pengadilan hukuman - Hak eksekusi putusan
dijalankan dan terdakwa menjadi
apa setelah kontroversial
tantangannya? putusan -
Tantangan
dalam
eksekusi
putusan

Kolom "Referensi untuk Diskusi" harus diisi dengan bahan-bahan yang
relevan, seperti teks hukum, artikel jurnal, atau studi kasus yang sesuai.
Bagian "Catatan Tambahan" bisa digunakan untuk memberikan konteks atau

arahan tambahan yang bisa membantu memperdalam diskusi.

B. Hak-hak Terdakwa dan Korban dalam Persidangan Pidana
Dalam sistem peradilan pidana, penting untuk menyeimbangkan hak-
hak terdakwa dan korban. Keduanya memegang posisi penting dan memiliki
hak yang diakui oleh hukum untuk memastikan proses peradilan yang adil
dan transparan. Di bawabh ini dijelaskan secara rinci hak-hak yang dimiliki oleh

terdakwa dan korban dalam proses persidangan pidana.

1. Hak-Hak Terdakwa
a. Hak untuk Diinformasikan tentang Tuduhan: Terdakwa memiliki hak
untuk diberitahu secara jelas dan rinci tentang tuduhan yang
dihadapinya. Ini termasuk informasi tentang waktu, tempat, dan
sifat tindak pidana yang dianggap dilakukan. Penjelasan ini harus

disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh terdakwa.
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b. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Terdakwa berhak
mendapatkan bantuan dari penasihat hukum. Jika terdakwa tidak
mampu menghire pengacara, negara berkewajiban untuk
menyediakan pengacara bagi terdakwa. Bantuan hukum ini penting
untuk memastikan bahwa terdakwa bisa membela diri secara
efektif.

c. Hak untuk Menghadiri Persidangan: Terdakwa berhak hadir dalam
persidangan untuk mendengarkan dan merespons tuduhan yang
dihadapinya. Kehadiran terdakwa di pengadilan juga memastikan
bahwa mereka dapat berpartisipasi langsung dalam proses
pembelaan.

d. Hak untuk Diam: Terdakwa memiliki hak untuk tidak bersaksi
melawan dirinya sendiri atau tidak memberikan keterangan apapun
yang mungkin menginkriminasikan dirinya. Hak ini adalah bagian
dari prinsip bahwa terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan
ketidakbersalahannya.

e. Hak atas Persidangan yang Adil dan Cepat: Terdakwa berhak
mendapatkan persidangan yang dilakukan secara adil, tanpa
penundaan yang tidak perlu, dan oleh pengadilan yang kompeten,
independen, dan tidak berpihak.

2. Hak-Hak Korban

a. Hak untuk Mendapatkan Informasi: Korban berhak mendapatkan

informasi tentang perkembangan kasus, termasuk jadwal

persidangan dan keputusan yang diambil. Informasi ini penting agar
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korban dapat mengikuti proses persidangan dan menyampaikan
pandangannya jika perlu.

b. Hak untuk Perlindungan: Korban berhak mendapatkan
perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau balas dendam yang
mungkin terjadi selama proses peradilan. Perlindungan ini bisa
berupa perlindungan fisik atau pengaturan khusus selama
persidangan, seperti memberikan kesaksian melalui video link.

c. Hak untuk Partisipasi: Korban berhak untuk berpartisipasi dalam
proses peradilan, termasuk memberikan kesaksian dan
menyampaikan pandangan atau dampak yang dirasakan akibat
tindak pidana. Partisipasi korban membantu pengadilan memahami
konteks dan dampak dari tindak pidana.

d. Hak untuk Ganti Rugi: Korban berhak mengajukan klaim untuk
ganti rugi atau restitusi atas kerugian yang dialami akibat tindak
pidana. Hal ini penting untuk memulihkan, sejauh mungkin, kondisi
korban seperti sebelum terjadi tindak pidana.

e. Hak atas Perlakuan yang Hormat dan Bermartabat: Korban berhak
diperlakukan dengan hormat dan bermartabat sepanjang proses
peradilan. Perlakuan ini penting untuk meminimalkan trauma dan
stres yang mungkin dialami oleh korban.

3. Penerapan dan Penyeimbangan Hak
Penerapan hak-hak ini dalam praktik peradilan seringkali
kompleks. Penting bagi pengadilan untuk menyeimbangkan hak-hak
terdakwa dan korban agar keadilan substansial dapat tercapai. Ini

melibatkan menilai setiap kasus secara individu dan memastikan
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bahwa semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pandangan dan bukti mereka.

Penyeimbangan hak terdakwa dan korban juga harus
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan
untuk memperbaiki dampak dari tindak pidana dan, jika
memungkinkan, mendamaikan antara korban dan pelaku. Pendekatan
ini menekankan pada pemulihan daripada hanya hukuman, dan

memperhatikan kebutuhan korban serta masyarakat.

Hak-hak terdakwa dan korban dalam persidangan pidana adalah
aspek fundamental dari sistem peradilan pidana yang adil. Menghormati dan
melindungi hak-hak ini tidak hanya penting untuk memastikan keadilan bagi
individu yang terlibat, tetapi juga untuk memelihara kepercayaan masyarakat
pada sistem peradilan. Perlindungan hak-hak ini harus dilihat sebagai bagian
integral dari proses peradilan, bukan hanya sebagai formalitas prosedural.
Dengan demikian, penerapan hak-hak ini harus secara konsisten diawasi dan

diperkuat untuk memastikan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif.

Tabel 8. Matrik Diskusi Hak-hak Terdakwa dan Korban dalam
Persidangan Pidana

Aspek Poin Diskusi Pertanyaan Aspek Studi Kasus /
Kritis Hukum Contoh
Terkait
Hak Hak untuk Bagaimana UU No. 8 Kasus X:
Terdakwa pembelaan, hak-hak ini Tahun 1981 Terdakwa
mendapatkan  dijamin dalam tentang tanpa
penasihat praktik KUHAP, penasihat
hukum, dan peradilan? Pasal-pasal hukum.
diperlakukan terkait hak
adil. terdakwa.
Perlindungan Hak  korban Apakah sistem UU No. 13 Kasus Y:
Korban untuk peradilan saat Tahun 2006 Korban yang
mendapat ini cukup tentang intimidasi.
perlindungan,  melindungi Perlindungan
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Persidangan
Terbuka

Presumsi
Tak Bersalah

Hak
Keadilan
Cepat

Atas

Hak atas
Kompensasi
Korban

Kesaksian
dan
Perlindungan
Saksi

Keadilan
Restoratif

keadilan, dan
restitusi.

Hak atas
persidangan
terbuka dan

transparent.

Prinsip bahwa
terdakwa
dianggap tidak
bersalah
sampai
terbukti
sebaliknya.

Hak terdakwa
dan korban
untuk
mendapatkan
keputusan
hukum dalam
waktu yang
wajar.
Hak
untuk
mendapatkan
kompensasi
atau restitusi.

korban

Hak
untuk
memberikan
kesaksian
tanpa tekanan
atau
intimidasi.
Upaya mediasi
antara
terdakwa dan
korban
sebagai
alternatif dari
proses
peradilan
tradisional.

saksi

korban?

Bagaimana
persidangan
terbuka
memengaruhi
keadilan?
Bagaimana
prinsip ini
diaplikasikan
dalam praktik?

Apakah sistem
peradilan kita
mampu
memberikan
keadilan yang
cepat?

Bagaimana
proses dan
tantangan
dalam
realisasi
ini?
Apakah
mekanisme
perlindungan
saksi efektif?

hak

Seberapa
efektif
keadilan
restoratif
dalam
pidana?

kasus

Saksi
Korban.
UU No.
Tahun
tentang
Kekuasaan
Kehakiman.
UU No. 8
Tahun 1981
tentang
KUHAP,
Pasal-pasal
terkait
presumsi tidak
bersalah.
UU No. 8
Tahun 1981
tentang
KUHAP.

dan

48
2009

UU  tentang
Kompensasi
Korban.

UU No.
Tahun
tentang
Perlindungan
Saksi dan
Korban.

13
2006

Praktik
Keadilan
Restoratif.

Kasus Z:
Sidang
tertutup pada
kasus sensitif.

Kasus A:
Media
menghakimi
terdakwa.
Kasus B:

Proses hukum
yang berlarut-
larut.

Kasus C:
Korban yang
gagal
mendapatkan
kompensasi.
Kasus D:
Saksi kunci

yang diancam.

Kasus E:
Mediasi dalam
kasus
pencurian.

Latihan Soal 3

1. Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana

BUKU PRAKTEK PERADILAN Page 53




di Indonesia, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan.

2. Berikan contoh kasus nyata untuk menggambarkan proses tersebut
dan identifikasi adanya potensi hambatan atau tantangan dalam
praktiknya.

3. Uraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh seorang terdakwa
dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

4. Berikan analisis terhadap kasus di mana hak terdakwa mungkin telah
dilanggar dan implikasinya terhadap keputusan hukum.

5. Bagaimana implementasi hak-hak korban dalam praktik peradilan
pidana di Indonesia, dan apa saja tantangan yang dihadapi?

 Rangkuman |
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Proses peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks
dan terstruktur, dimulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan.
Tahapan ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan,
dan penjatuhan hukuman, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum yang
berbeda, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam proses ini,
hakim berperan sebagai penentu keadilan, sementara jaksa dan pengacara
bertindak sebagai penuntut dan pembela. Setiap tahapan memiliki peraturan
dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan proses berlangsung adil
dan transparan. Peran serta kewajiban jaksa, hakim, dan pengacara pada
masing-masing tahap sangat penting dalam menentukan hasil dari proses
peradilan. Dalam prakteknya, proses ini seringkali menghadapi berbagai
tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, penundaan proses, atau
kesalahan prosedural, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan keadilan
sistem peradilan pidana. Di sisi lain, hak-hak terdakwa dan korban menjadi
unsur penting dalam proses peradilan pidana, masing-masing menuntut
perlakuan adil dan sesuai hukum.

Hak-hak terdakwa di Indonesia dijamin oleh undang-undang dan mencakup
hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak atas proses yang adil dan cepat,
hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk membela diri. Perlindungan hak-hak
ini penting untuk menghindari kesalahan hukum dan memastikan bahwa
semua terdakwa mendapatkan kesempatan yang sama dalam membela diri.
Di sisi lain, hak-hak korban dalam proses peradilan juga mendapat perhatian
khusus, termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan
kasus, hak atas perlindungan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atau
restitusi. Perlindungan hak korban penting untuk memastikan bahwa mereka
mendapatkan keadilan dan tidak terabaikan dalam proses hukum yang sering
terfokus pada terdakwa. Keseimbangan antara hak terdakwa dan korban
seringkali sulit dicapai dan menjadi topik perdebatan dalam praktik hukum.
Tantangan dalam memastikan keseimbangan ini termasuk ketidakseimbangan
akses terhadap sumber daya hukum, ketidakpastian hukum, dan
kecenderungan sistem hukum yang terkadang lebih berfokus pada terdakwa.
Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak
yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk pemerintah, lembaga
hukum, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa hak-hak baik terdakwa
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maupun korban dilindungi dan keadilan dapat ditegakkan dengan efektif.

Tes Formatif 3 \

1. Siapakah yang bertanggung jawab melakukan penyelidikan dalam
sistem peradilan pidana Indonesia?

A. Hakim

B. Jaksa

C. Pengacara

D. Polisi

2. Apa hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan dalam proses
persidangan?

A. Hak untuk menyewa pengacara pribadi

B. Hak untuk dibela oleh pengacara negara

C. Hak untuk membela diri sendiri

D. Semua jawaban benar

3. Tahap apa dalam proses peradilan pidana di mana kejaksaan
memainkan peran utama?

A. Penyelidikan

B. Penyidikan

C. Penuntutan

D. Eksekusi

4. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi dalam proses peradilan
pidana adalah contoh dari...

A. Hak sipil

B. Hak pidana

C. Hak konstitusional

D. Hak asasi manusia

5. Apa yang dimaksud dengan “praduga tidak bersalah” dalam konteks
hak terdakwa?

A. Terdakwa dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah

B. Terdakwa harus membuktikan kepolisian salah

C. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah

D. Terdakwa tidak boleh diadili

6. Fase apakah dalam proses peradilan pidana di mana hakim
memutuskan hukuman?

A. Penyidikan

B. Penuntutan

C. Persidangan

D. Eksekusi

7. Siapakah yang berhak mengajukan banding terhadap putusan
pengadilan?

A. Hanya terdakwa

B. Hanya jaksa

C. Baik terdakwa maupun jaksa

D. Tidak ada yang boleh banding

8. Dalam proses peradilan pidana, hak korban untuk mendapatkan
informasi tentang perkembangan kasusnya adalah contoh dari...

A. Hak atas perlindungan privasi
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B. Hak atas keadilan

C. Hak atas informasi

D. Hak atas keamanan pribadi

9. Apa nama tahap awal dalam proses peradilan pidana di Indonesia
yang melibatkan pengumpulan bukti dan informasi?

A. Penyelidikan

B. Penyidikan

C. Penuntutan

D. Persidangan

10. Hak terdakwa untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan tidak
manusiawi adalah contoh dari...

A. Hak konstitusional

B. Hak asasi manusia

C. Hak pidana

D. Hak prosedural

Umpan Balik

Cocokan jawaban anda dengan Kunci Jawaban. Hitunglah jawaban anda
yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan anda terhadapmateri Buku.

Untuk latihan soal, setiap soal memiliki bobot nilai yang sama, yaitu 10/soal.
Tes formatif:

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 — 100 % = baik sekali

80 -89 % = baik

70—-79 % = cukup

<70 % = kurang

Tindak lanjut

Bila anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan ke materi selanjutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan anda
masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Buku, terutama bagian
yang belum anda kuasai.
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HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

A. Proses Peradilan Tata Usaha Negara

Proses Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu sistem hukum
yang dirancang untuk menangani sengketa antara warga negara atau badan
hukum dengan pihak administrasi pemerintah. Sistem ini memiliki karakteristik
dan prosedur khusus yang berbeda dari peradilan pidana atau perdata,
dengan fokus utama pada penyelesaian konflik yang muncul akibat
keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi
pemerintahan. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting
dalam memastikan bahwa keputusan administratif diambil dengan adil,

transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses di PTUN dimulai ketika seorang individu atau badan hukum
merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif. Langkah
pertama biasanya adalah mengajukan keberatan kepada instansi yang
bersangkutan. Jika keberatan ini ditolak atau tidak mendapatkan tanggapan,
pemohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Pengajuan gugatan ini harus
memenuhi syarat formal dan materiil yang ditetapkan, termasuk batas waktu
pengajuan, isi gugatan, dan bukti-bukti pendukung. Selanjutnya, PTUN akan
mengadili kasus tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum
administrasi. Di sini, hakim PTUN bertugas untuk menilai apakah tindakan
administrasi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

prinsip keadilan, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Dalam proses persidangan, PTUN menerapkan prinsip kontradiktif, di

mana kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk
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menyampaikan argumen dan bukti. Hakim PTUN bertindak sebagai arbiter
yang netral, memastikan proses yang adil dan objektif. Setelah
mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak, hakim akan memberikan
putusan. Putusan ini dapat berupa pembatalan keputusan administratif,
perintah untuk mengambil tindakan tertentu, atau penolakan gugatan.
Putusan PTUN dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dan kasasi ke Mahkamah Agung, memberikan jalur hukum tambahan
bagi para pihak yang merasa keberatan. Proses peradilan ini menegaskan
pentingnya keseimbangan antara kebutuhan administrasi pemerintahan yang
efisien dan hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil

dan sesuai hukum.

Berikut ini adalah uraian mengenai prosedur yang diikuti dalam
pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Informasi lebih lanjut

dapat diakses melalui link berikut:

Proses Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN)

1. Pembacaan Gugatan (Pasal 74 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986): Proses
pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan gugatan dan jawaban
oleh Ketua Sidang. Jika tergugat belum mengajukan jawaban, maka diberi
kesempatan untuk melakukannya pada saat itu.

2. Pembacaan Jawaban (Pasal 74 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986):
Pembacaan isi jawaban oleh Hakim Ketua Sidang dilakukan, dan jika
belum ada jawaban, tergugat diberi kesempatan untuk memberikan

jawabannya.
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3. Replik (Pasal 75 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986): Penggugat diberi
kesempatan untuk mengubah alasan gugatannya hingga replik, asalkan
dengan alasan yang memadai dan tidak merugikan tergugat, di bawah
pengawasan hakim.

4. Duplik (Pasal 75 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986): Tergugat diperbolehkan
mengubah alasan jawabannya hingga duplik, dengan syarat alasan yang
cukup dan tidak merugikan penggugat, serta dipertimbangkan oleh hakim.

5. Pembuktian (Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986): Alat bukti yang
diperbolehkan dalam persidangan meliputi:

a. Surat atau tulisan
b. Keterangan ahli

c. Keterangan saksi
d. Pengakuan pihak
e. Pengetahuan hakim

6. Kesimpulan (Pasal 97 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986): Setelah pemeriksaan
sengketa selesai, kedua pihak diberi kesempatan untuk memberikan
pendapat akhir dalam bentuk kesimpulan.

7. Putusan (Pasal 108 UU No. 5 Tahun 1986): Putusan harus diucapkan
dalam sidang terbuka: Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir
saat pembacaan putusan, salinan putusan dikirim dengan surat tercatat.
Ketidakpatuhan terhadap ayat (1) mengakibatkan putusan tidak sah dan
tidak memiliki kekuatan hukum.

8. lIsi Putusan (Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986): Putusan harus mencakup:
a. Frasa pembuka

b. ldentitas pihak yang bersengketa
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c. Ringkasan gugatan dan jawaban
d. Pertimbangan dan penilaian bukti
e. Dasar hukum putusan
f. Amar putusan dan biaya perkara
g. Detail waktu dan kehadiran pihak
9. Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1986): Putusan bisa
berupa:
a. Penolakan gugatan
b. Pengabulan gugatan
c. Gugatan tidak diterima

d. Gugatan gugur.

Tabel 9. Matrik Diskusi Mahasiswa Proses Peradilan Tata Usaha

Topik

Negara

Pertanyaan atau

Referensi atau

Pembahasan Isu untuk Diskusi Bahan Bacaan
Pengantar Pengenalan Apa saja prinsip UU No. 5 Tahun
Proses Peradilan dasar yang 1986 tentang
TUN mengatur Proses Peradilan TUN
Peradilan Tata
Usaha Negara?
Pembacaan Tahap Pembacaan Bagaimana Pasal 74 Ayat 1 UU
Gugatan Gugatan di prosedur No. 5 Tahun 1986
Pengadilan TUN pembacaan
gugatan dalam
Peradilan TUN dan
apa pentingnya
tahap ini?
Pembacaan Tahap Pembacaan Mengapa Pasal 74 Ayat 1 UU
Jawaban Jawaban Tergugat pembacaan No. 5 Tahun 1986
jawaban tergugat
penting dalam
proses peradilan
TUN?
Replik dan Fungsi Replik dan  Apa peran replik Pasal 75 Ayat 1
Duplik Duplik dan duplik dalam dan 2 UU No. 5
memastikan Tahun 1986
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Pembuktian

Kesimpulan

Putusan

Amar

Putusan

Kasus Studi

Perbandingan

Instruksi:

Bukti dalam
Peradilan TUN

Penyampaian
Kesimpulan

Pengucapan
Putusan

Jenis-jenis Amar
Putusan

Analisis Kasus
Nyata

Perbandingan
dengan Sistem
Lain

keadilan dalam
peradilan TUN?
Jenis bukti apa
saja yang diakui
dalam peradilan
TUN dan
bagaimana
pengaruhnya
terhadap putusan?
Bagaimana proses
penyampaian
kesimpulan oleh
kedua belah pihak
dan mengapa ini
penting?

Apa saja elemen
penting yang harus
tercakup dalam
putusan
Pengadilan TUN?
Apa saja bentuk
amar putusan yang
bisa dikeluarkan
oleh Pengadilan
TUN?

Bagaimana prinsip-
prinsip proses
peradilan TUN
diterapkan dalam
kasus nyata?
Bagaimana proses
peradilan TUN di
Indonesia
dibandingkan
dengan sistem
serupa di negara
lain?

Pasal 100 UU No.
5 Tahun 1986

Pasal 97 Ayat 1 UU
No. 5 Tahun 1986

Pasal 108 dan 109
UU No. 5 Tahun
1986

Pasal 97 Ayat 7 UU
No. 5 Tahun 1986

Studi Kasus dari
Putusan
Pengadilan TUN

Artikel
Perbandingan
Hukum
Internasional

e Setiap kelompok diberikan satu aspek untuk didiskusikan.

e Setiap kelompok harus menyiapkan presentasi singkat berdasarkan
topik yang diberikan.

e Diskusi diakhiri dengan sesi tanya jawab antar kelompok.
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B. Gugatan dan Putusan terhadap Tindakan Administrasi

Tindakan administrasi merupakan bagian integral dari fungsi
pemerintahan, di mana badan-badan administrasi negara mengambil
keputusan yang mempengaruhi kepentingan publik dan individu. Keputusan
ini bisa berupa pemberian lisensi, pengaturan, penolakan hak, dan lain-lain.
Namun, terkadang, tindakan administrasi ini dapat menimbulkan konflik atau
ketidakpuasan bagi pihak-pihak yang terkena dampaknya. Dalam hal ini,
mekanisme hukum menyediakan proses gugatan sebagai sarana untuk
menantang keputusan tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa
tindakan administrasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum,

transparansi, dan keadilan.

Dalam mengajukan gugatan, penggugat harus menunjukkan bahwa
mereka memiliki kepentingan hukum yang sah untuk menantang keputusan
tersebut. Proses ini biasanya dimulai dengan pengajuan surat gugatan, diikuti
oleh serangkaian prosedur hukum yang bisa meliputi pengumpulan bukti,
penyampaian argumen hukum, dan pemeriksaan saksi. Pengadilan atau
badan pengawas kemudian menilai apakah tindakan administrasi tersebut
telah mengikuti standar hukum dan prosedural yang berlaku, termasuk

apakah ada pelanggaran hak-hak dasar atau prinsip hukum lainnya.

Putusan atas gugatan terhadap tindakan administrasi dapat
menghasilkan berbagai hasil. Pengadilan atau badan pengawas mungkin
memutuskan untuk membatalkan keputusan administratif, memodifikasinya,
atau memerintahkan badan administratif untuk mengambil tindakan tertentu.
Dalam beberapa kasus, putusan juga bisa berupa pengesahan keputusan

administratif yang ditantang, dengan alasan bahwa tindakan tersebut sesuai
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dengan hukum dan tidak melampaui batas-batas kewenangan yang
diberikan. Putusan ini penting tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat,
tetapi juga dalam membentuk preseden hukum dan memastikan bahwa
badan administrasi beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh

hukum.

Putusan terhadap tindakan administrasi memiliki implikasi yang luas.
Bagi pemerintah dan badan administratif, putusan ini bisa menjadi bahan
refleksi untuk meningkatkan tata kelola dan memastikan bahwa kebijakan dan
keputusan di masa depan dibuat dengan lebih hati-hati dan sesuai dengan
hukum. Bagi masyarakat, ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol dan
akuntabilitas terhadap tindakan pemerintah. Secara keseluruhan, proses
gugatan dan putusan ini memainkan peran krusial dalam memelihara prinsip
negara hukum, di mana setiap keputusan pemerintah dapat ditinjau dan diuiji

melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Dalam menjalankan tugas administratif pemerintahan, baik dalam
aspek pelayanan publik (eksternal) maupun dalam hal internal seperti
kepegawaian, lembaga pemerintah atau pejabat dalam lingkup Tata Usaha
Negara (TUN) tidak terlepas dari tanggung jawab membuat Keputusan Tata
Usaha Negara. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas urusan
pemerintahan dan tumbuhnya pengetahuan serta kesadaran publik, potensi
konflik kepentingan antara pemerintah (lembaga/pejabat TUN) dan individu
atau badan hukum swasta yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut
menjadi mungkin. Hal ini dapat memicu terjadinya sengketa dalam bidang

Tata Usaha Negara.
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Penyelesaian konflik Tata Usaha Negara yang muncul akibat
pertentangan kepentingan antara pemerintah (lembaga/pejabat TUN) dan
individu atau badan hukum swasta tersebut kadang-kadang bisa diselesaikan
secara damai melalui perundingan dan kesepakatan, tetapi dalam beberapa
kasus, masalah tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan hukum yang

memerlukan penyelesaian melalui proses peradilan.

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum
(rechtstaat), kemunculan sengketa Tata Usaha Negara tidak seharusnya
dilihat sebagai penghalang bagi pemerintah (lembaga/pejabat TUN) dalam
menjalankan tugasnya di bidang pemerintahan. Sebaliknya, hal ini harus

dipahami sebagai berikut:

1. Dari perspektif masyarakat, keberadaan sengketa ini merupakan
manifestasi dari prinsip negara hukum di mana hak setiap warga negara
terjamin sesuai hukum, dan setiap penyelesaian sengketa harus dapat
diatasi melalui jalur hukum;

2. Dari sudut pandang Badan/Pejabat TUN, sengketa tersebut berfungsi
sebagai media atau wadah untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha
Negara yang dibuatnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan
keadilan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Kemunculan sengketa Tata Usaha Negara merupakan suatu proses
yang wajar dan harus diatasi dengan mencari solusi melalui mekanisme yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan
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Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
terdapat dua metode utama untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara yang timbul akibat dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha

Negara, yaitu:

1. Melalui upaya administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan
Pasal 51 ayat (3);
2. Melalui proses pengajuan gugatan, sesuai dengan ketentuan pada

pasal 1 angka 5 dan pasal 53 Undang-Undang tersebut.

1. Sengketa Tata Usaha Negara Dan Keputusan Tata Usaha Negara

Sebelum menjelaskan secara lebih rinci tentang upaya
administratif, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi sengketa
Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, dan segala hal yang
terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
didefinisikan sebagai konflik yang muncul antara individu atau lembaga
hukum sipil, baik di tingkat pusat maupun daerah, akibat dari penerbitan
Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini juga mencakup perselisihan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sementara itu, Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana
diatur dalam pasal 1 angka (3) dari Undang-Undang yang sama, diartikan
sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara. Penetapan ini berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
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yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

bersifat konkret, individual, dan final, serta mengakibatkan dampak hukum

bagi individu atau badan hukum sipil.

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal terkait, Keputusan

Tata Usaha Negara, yang sering menjadi pusat sengketa Tata Usaha

Negara, memiliki karakteristik tertentu yang mencakup:

a. Adanya dokumen tertulis sebagai bentuk resmi penetapan;

b. Diterbitkan oleh otoritas yang tergolong dalam Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara;

c. Mengandung elemen tindakan hukum yang spesifik terkait dengan Tata
Usaha Negara;

d. Dibuat sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang
sedang berlaku;

e. Memiliki sifat yang spesifik, ditujukan pada kasus atau individu tertentu,
dan memiliki kekuatan hukum yang final,

f. Menciptakan konsekuensi hukum yang signifikan bagi individu atau

entitas hukum sipil tertentu.

Kesemua dari keenam kriteria tersebut harus dipenuhi secara
serentak dan menyeluruh agar suatu keputusan dapat dianggap sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa disengketakan di Pengadilan

Tata Usaha Negara.

2. Pengertian Upaya Administrasi
Menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 mengenai Peradilan Tata Usaha

Negara, upaya administratif merujuk pada serangkaian prosedur yang

BUKU PRAKTEK PERADILAN Page 66




ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menyelesaikan perselisihan Tata Usaha Negara yang dijalankan oleh
instansi pemerintah itu sendiri, bukan oleh lembaga peradilan independen.
Upaya administratif terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur keberatan dan
prosedur banding administratif.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 48 tersebut, upaya
administratif merupakan saluran perlindungan hukum bagi individu
maupun badan hukum perdata yang terdampak oleh Keputusan Tata
Usaha Negara (Beschikking) yang merugikan mereka. Saluran ini
dilakukan melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang beroperasi di
lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum sengketa tersebut diajukan ke
lembaga peradilan.

3. Dasar Hukum Upaya Administrasi

Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur

sebagai berikut:

a. Apabila suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki
kewenangan, yang diberikan oleh atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, untuk menangani dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara secara administratif, maka
penyelesaian sengketa tersebut harus melalui prosedur
administratif yang telah ditetapkan;

b. Pengadilan hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa,

memutuskan, dan menuntaskan sengketa Tata Usaha Negara yang
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dimaksud dalam ayat (1) setelah semua prosedur administratif
terkait telah dijalankan dan diselesaikan.
4. Bentuk Upaya Administrasi Dan Cara Pengujiannya

Sesuai dengan penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, terdapat dua jenis upaya administratif, yaitu:
Banding Administratif:
Ini berlaku ketika penanganan sengketa Tata Usaha Negara dilakukan
oleh entitas yang berbeda dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait. Beberapa contoh
termasuk:
Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan
No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perburuhan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
Keputusan Gubernur berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
Gangguan, Staasblad 1926 No. 226.
Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas di lingkungan Departemen
Pertambangan untuk perusahaan minyak dan gas bumi (PERTAMINA).
Keputusan Komisi Banding Paten sesuai PP No. 31 Tahun 1995, terkait
Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
Keputusan Komisi Banding Merek sesuai PP No. 32 Tahun 1995, terkait

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
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Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak sebagai bentuk banding
administratif perpajakan.

Perusahaan-perusahaan milik Negara yang bertransformasi dari PERJAN
dan PERUM menjadi PERSERO (BUMN), mengatur sendiri tentang
operasional, kepegawaian, dll.

Keberatan:

Keberatan diterapkan ketika penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara
harus dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Beberapa contoh
meliputi:

Pasal 27 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan
Umum Perpajakan.

Pemberian hukuman disiplin yang lebih serius, termasuk hukuman disiplin
sedang dan berat (kecuali pemberhentian dengan atau tanpa hormat) bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 10. Matrik Diskusi: Gugatan dan Putusan terhadap Tindakan

Administrasi
Aspek Pertanyaan atau Catatan untuk Referensi
Diskusi Poin Diskusi Pembahasan
Konsep Apa itu tindakan Definisi dan contoh UU tentang Tata
Dasar administrasi? Usaha Negara
Apa yang Pengertian uu tentang
dimaksud dengan gugatan dan Peradilan
gugatan dalam jenisnya Administrasi
konteks
administrasi?
Kasus dan Bagaimana proses Langkah dan Studi Kasus, UU
Aplikasi pengajuan gugatan prosedur hukum Peradilan Tata
terhadap tindakan Usaha Negara

administrasi?

Bagaimana contoh Studi kasus dari Kasus Pengadilan
kasus nyata pengadilan Tata Usaha Negara
gugatan
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Putusan
Administrasi

Tantangan
dan Solusi

Refleksi dan
Pandangan
Masa Depan

administratif?

Bagaimana cara
pengambilan
putusan dalam
kasus
administratif?

Apa dampak
putusan
administratif
terhadap pihak
terkait?

Apa tantangan

dalam menggugat
tindakan
administrasi?
Bagaimana
peningkatan sistem
hukum dapat
mendukung
keadilan
tindakan
administrasi?
Bagaimana
perkembangan
masa depan
gugatan dan
putusan
administratif di
Indonesia?

dalam

Proses
pengambilan
keputusan,
termasuk
pertimbangan
hukum
Dampak
ekonomi,
hukum

sosial,
dan

Identifikasi
solusi
tantangan

dan
atas

Reformasi hukum
dan praktik terbaik

Prediksi
harapan
sistem hukum

dan
untuk

uu Administrasi
Pemerintahan

Analisis Putusan

Pengadilan

Diskusi Kelompok,
Artikel

Artikel Akademis,
Wawancara
dengan Ahli Hukum

Diskusi Panel,

Artikel Opini

Dengan matrik ini, mahasiswa dapat mendiskusikan berbagai aspek

yang berkaitan dengan gugatan dan putusan terhadap tindakan administrasi.

Diskusi bisa diarahkan untuk mencakup teori hukum, aplikasi praktis, studi

kasus nyata, tantangan yang dihadapi, serta implikasi masa depan untuk

sistem hukum administratif. Matrik ini bisa diadaptasi atau diperluas sesuai

dengan kebutuhan pembelajaran dan fokus diskusi khusus.
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Latihan Soal 4 \

1. Deskripsikan pengertian Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jelaskan pula ruang lingkup
dan fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara, serta bagaimana hal ini
mempengaruhi tindakan administrasi pemerintah.

2. Jelaskan secara detail proses pengajuan gugatan dalam Peradilan Tata
Usaha Negara. Mulai dari tahapan awal pengajuan hingga proses
persidangan. Sertakan pula penjelasan mengenai syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh penggugat dalam proses ini.

3. Definisikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara
dan jelaskan karakteristik penting dari keputusan tersebut. Berikan
contoh keputusan Tata Usaha Negara dan bagaimana keputusan
tersebut dapat menjadi subjek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

4. ldentifikasi dan jelaskan tantangan-tantangan utama yang sering muncul
dalam proses peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam konteks
gugatan dan putusan terhadap tindakan administrasi. Diskusikan
bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk meningkatkan
efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan.

5. Pilih dan analisis satu studi kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara
yang berkaitan dengan gugatan terhadap tindakan administrasi.
Diskusikan latar belakang kasus, alur gugatan, pertimbangan hukum
yang menjadi dasar putusan, serta dampak dari putusan tersebut
terhadap praktik administrasi pemerintahan.

 Rangkuman

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Proses Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu aspek
penting dalam sistem hukum administratif di Indonesia, yang secara khusus
mengatur dan menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan
hukum dengan badan atau pejabat administrasi negara. Proses ini diatur
secara rinci dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN, memberikan wadah bagi masyarakat untuk
menuntut keadilan terkait dengan keputusan administratif yang dirasakan
merugikan. Proses gugatan di PTUN diawali dengan penyerahan gugatan
oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat) kepada PTUN. Penggugat
harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kedudukan hukum (legal
standing), kepentingan hukum yang jelas, dan waktu pengajuan gugatan
yang sesuai dengan ketentuan hukum. Gugatan ditujukan terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh badan atau
pejabat administrasi negara. KTUN ini memiliki karakteristik khusus, seperti
bersifat tertulis, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi
pihak tertentu.

Dalam proses peradilannya, PTUN memeriksa dan memutuskan apakah
KTUN tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan hukum atau prinsip keadilan. Selama proses ini,
berbagai tantangan dapat muncul, seperti isu tentang kewenangan dan
objektivitas PTUN, kompleksitas hukum dan bukti, serta dampak keputusan
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terhadap kepentingan publik. Putusan PTUN dapat berupa pembatalan,
perubahan, atau pembenaran terhadap KTUN yang digugat. Pembatalan
biasanya terjadi apabila KTUN dianggap cacat hukum atau melanggar hak-
hak penggugat. Perubahan putusan dapat diberikan jika PTUN menemukan
bahwa ada bagian dari KTUN yang perlu disesuaikan. Pembenaran KTUN
terjadi jika PTUN menilai bahwa KTUN sudah dibuat secara sah dan sesuai
dengan hukum yang berlaku. Selain itu, PTUN juga dapat menetapkan ganti
rugi atau pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan oleh KTUN. Keputusan
PTUN ini penting karena memberikan kepastian hukum dan membantu
menjaga keseimbangan antara kebutuhan administrasi pemerintahan dan
hak-hak warga negara. Keputusan PTUN dapat dijadikan preseden hukum
dan referensi bagi badan administrasi negara dalam mengeluarkan KTUN
selanjutnya, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan
serupa di masa depan. Proses peradilan di PTUN juga membantu
memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi
pemerintahan, mempromosikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik,
dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
administratif.

Tes Formatif 4 \

1. Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha
Negara adalah:

A. UU No. 9 Tahun 2004

B. UU No. 30 Tahun 1999

C. UU No. 5 Tahun 1986

D. UU No. 12 Tahun 2011

2. Keputusan Tata Usaha Negara harus memiliki karakteristik berikut,
kecuali:

A. Bersifat tertulis

B. Bersifat umum dan abstrak

C. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

D. Menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu

3. Keputusan Tata Usaha Negara harus memiliki karakteristik berikut,
kecuali:

A. Bersifat tertulis

B. Bersifat umum dan abstrak

C. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

D. Menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu

4. Apa yang dimaksud dengan legal standing dalam konteks gugatan di
PTUN?

A. Kemampuan hukum untuk bertindak di pengadilan

B. Bukti yang cukup untuk mengajukan gugatan

C. Kewenangan pengadilan untuk memeriksa kasus

D. Keputusan final dari pengadilan

5. Upaya hukum yang tersedia setelah putusan PTUN adalah:

A. Kasasi

B. Banding

C. Peninjauan Kembali
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D.AdanC

6. Siapa yang berhak mengajukan gugatan di PTUN?

A. Hanya badan pemerintah

. Warga negara dan badan hukum

. Hanya individu yang terkena dampak langsung

. Hanya organisasi non-pemerintah

Tujuan utama dari gugatan di PTUN adalah untuk:

. Mendapatkan kompensasi finansial

. Memperoleh pengakuan atas kesalahan administrasi

. Membatalkan atau merubah Keputusan Tata Usaha Negara
. Memenjarakan pejabat yang bersalah

Apa yang dimaksud dengan objek gugatan di PTUN?

. Keputusan pemerintah pusat

. Keputusan Tata Usaha Negara

. Peraturan daerah

. Semua keputusan pemerintah

Salah satu prinsip dasar Peradilan Tata Usaha Negara adalah:
. Kepastian hukum

. Pengenaan sanksi

C. Perlindungan hak asasi manusia

D.AdanC

10. Putusan PTUN yang membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara
berarti:

A. Keputusan tersebut dinyatakan sah secara hukum

B. Keputusan tersebut dibatalkan oleh PTUN

C. Harus diubah oleh badan administrasi yang bersangkutan
D. Tidak memiliki dasar hukum yang kuat

WPrOOoOOWPOOOmP>PNTOOD

Umpan Balik

Cocokan jawaban anda dengan Kunci Jawaban. Hitunglah jawaban anda
yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan anda terhadapmateri Buku.

Untuk latihan soal, setiap soal memiliki bobot nilai yang sama, yaitu 10/soal.
Tes formatif:

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 — 100 % = baik sekali

80 -89 % = baik

70-79 % = cukup

<70 % = kurang

Tindak lanjut

Bila anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan ke materi selanjutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan anda
masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Buku, terutama bagian
yang belum anda kuasai.
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PENUTUP

Praktik pradilan merupakan sebuah prosedur penting dalam sistem
peradilan yang menekankan pada penanganan perselisihan atau gugatan
sebelum masuk ke tahap pengadilan yang lebih formal. Melalui pradilan,
berbagai masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindakan
administratif pemerintah, dapat diurai dan diselesaikan dengan cara yang
lebih efisien dan efektif. Prinsip utama dalam pradilan adalah memastikan
bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan untuk
menyampaikan argumen dan bukti mereka, serta mendapatkan keputusan
yang adil dan berdasarkan hukum. Praktik ini tidak hanya memperkuat
fondasi keadilan, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa,

sehingga mencegah penumpukan kasus di pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam konteks peradilan tata usaha negara, pradilan memegang
peranan penting sebagai mekanisme penyelesaian awal terhadap
perselisihan yang muncul dari tindakan administrasi pemerintah. Hal ini
mencakup proses peninjauan ulang atas keputusan-keputusan yang diambil
oleh badan atau pejabat administrasi. Dengan adanya pradilan, masyarakat
memiliki akses terhadap jalur hukum yang lebih cepat dan sederhana untuk
menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah, sebelum melangkah ke
ranah pengadilan yang lebih formal. Praktik pradilan, dengan demikian, tidak
hanya meningkatkan akses terhadap keadilan, tetapi juga menguatkan prinsip
akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan administratif pemerintah.
Dengan penerapan pradilan yang efektif dan efisien, diharapkan tercipta
sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak

masyarakat, serta memperkuat tatanan hukum yang adil dan berkeadilan.
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KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. A) Undang-Undang Dasar 1945

2. C)3

3. A) Peran dan tanggung jawab praktisi hukum
4. C) Hakim, jaksa, advokat

5. B) Kode Etik Profesi

6. C) Mendukung akses terhadap keadilan social
7. B) Memutuskan perkara perdata dan pidana
8. A) Kode Etik Profesi

9. C) Meningkatkan kualitas praktik pradilan
10.C) Mendukung akses terhadap keadilan sosial

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1.B) Hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata
di pengadilan

2. C) Gugatan

3. C) Mencapai kesepakatan damai di luar persidangan

4. B) Gugatan perdata Istimewa

5. D) Putusan

6. B) Mediasi dan arbitrase

7. B) Pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan bahwa terdapat
perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan

8. D) Mediasi

9. A) Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan

10. B) Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

 Kunci Jawaban Tes Formatif3

1. D. Polisi

. Semua jawaban benar

. Penuntutan

. Hak sipil

. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah
. Persidangan

. Baik terdakwa maupun jaksa

. Hak atas informasi

. Penyelidikan

. Hak asasi manusia

HOONOORWDN

o
WE>O0000>00

Kunci Jawaban Tes Formatif 4

1. C. UU No. 5 Tahun 1986

2. B. Bersifat umum dan abstrak

3. D. Persetujuan dari lembaga legislatif

4. A. Kemampuan hukum untuk bertindak di pengadilan
5. D.AdanC

6. B. Warga negara dan badan hukum
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C. Membatalkan atau merubah Keputusan Tata Usaha Negara
B. Keputusan Tata Usaha Negara

D.Adan C
A

0.A. Keputusan tersebut dinyatakan sah secara hukum
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GLOSARI

Ad litem Istilah yang digunakan untuk menunjuk seseorang yang

diangkat oleh pengadilan untuk mewakili kepentingan
orang lain dalam kasus tertentu, khususnya anak-anak
atau orang-orang yang tidak mampu membela diri sendiri.

Amicus Curiae "Teman Pengadilan®, individu atau organisasi yang bukan
merupakan pihak dalam suatu perkara, tetapi diizinkan
untuk memberikan pandangan atau keahlian khusus
kepada pengadilan.

Audi Alteram Prinsip hukum yang berarti "mendengarkan pihak lain"

Partem atau memastikan bahwa setiap pihak diberi kesempatan
untuk didengar.

Burden of Proof Kewajiban pihak dalam suatu perkara hukum untuk

(Beban membuktikan klaim atau pertahanan.
Pembuktian)
Cassation Proses mengajukan banding ke pengadilan tinggi untuk

membatalkan atau memeriksa kembali keputusan
pengadilan yang lebih rendah.

De Novo Latin untuk "dari awal", mengacu pada proses pengadilan
untuk mengulang seluruh proses pengadilan tanpa
mempertimbangkan keputusan yang telah dibuat

sebelumnya.
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Ex Parte Tindakan hukum yang dilakukan untuk kepentingan satu
pihak tanpa kehadiran atau representasi dari pihak lain.

Habeas Corpus Perintah hukum yang mengharuskan seseorang yang
ditahan dibawa ke hadapan pengadilan, untuk
menentukan apakah penahanannya legal.

Injunctive Relief = Tindakan hukum yang meminta pengadilan untuk
memerintahkan pihak untuk melakukan atau berhenti
melakukan tindakan tertentu.

Jurisprudence Studi atau teori hukum

Subpoena Perintah pengadilan yang mengharuskan seseorang untuk
hadir di pengadilan sebagai saksi atau untuk

menghadirkan dokumen.
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